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MOTTO
.... َنْیِذَّلا ُاللها ِعَفْرَی ٰا ْمُكْنِم اْوُنَمۙ و ْیِذَّلان ٰـخَرَد َمْلِعْلا اوُتوُاٍت ۗ َمِب ُاللهاَو ا
ٌرْیِبَخ َنوُلَمْعَت۞
“…Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 
Mahateliti apa yang kamu kerjakan”
(Q.S Al-Mujadalah: 11)
...ْوَفَو ُءاَشَن ْنَم ٍتاَجَرَد ُعَفْرَنٍمْیِلَع ٍمْلِع ْيِذ ِّلَك َق۞
“…Kami angkat derajat orang yang Kami kehendaki; dan diatas 
setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui”
(Q.S Yusuf: 76)
ِناَسْحِلااَو ِلْدَعلاِب ُرُمأَی َاللها َّنِا...
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan…”
(Q.S An-Nahl : 90)
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ABSTRACT
Ngatirin. 2010. An Analysis Of Implementation Of Principles On 
Agreemant Mudharabah In Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Tumang 
Boyiolali, Thesis: The Study Economic Law Syariah Program, Postgraduate 
Program Sebelas Maret University Surakarta.
This research aims to determine whether the principles agreement
mudharabah at Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Tumang Botolali are in 
accordance with Islamic law and whether the factors that cause break a promise 
and how the solution.
This research uses a combined approach is doctrinally (normative) and 
Empires (non doctrinal) or socio legal approach that is seen to interact with the 
community law. Secondary data insludes primary legal materials, secondary and 
tarsier, while the techniques of collecting data by conducting interviews, 
observation and literature studies, and engineering analysis of data using 
qualitative analysis.
The result of this research found that values in the principles of 
mudharabah agreement on Baitul maal wat Tamwil (BMT) Tumang Boyolali in 
savings products, deposits and financing is in compliance with Islamic Syariah, 
because already in carry out the principles agreemant mudharabah.
Factors that cause break a promise in mudharabah caused inadequate 
human resources, management of Islamic financial institutions, information 
systems and technology and the absence of moral standarts set forth in financing 
activities. Then as the solution is to master the technical aspects, to master the 
economic philosophy of shariah law and economic law of shariah. And if there is 
a violation of peace agreements were completed with the system (sulhu) and 
arbitration (tahkim) and with the judicial process (al-qadha).
ABSTRAK
Ngatirin. 2010. Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Perjanjian Akad 
Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Tumang Boyolali, Tesis: 
Hukum Ekonomi Syariah. Pascasarjana Unversitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip pejanjian
akad mudharabah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang Boyolali sudah
sesuai dengan syariat Islam dan faktor apakah yang menyebabkan terjadinya 
ingkar janji serta bagaimana cara penyelesaiannya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan gabungan yaitu doktrinal 
(normatif) dan empiris (non-doktrinal) atau pendekatan socio legal, dengan 
menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data sekunder mencakup bahan 
hukum primer, sekunder dan tersier, sedang tehnik pengumpulan data dengan 
mengadakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan, kemudian teknik 
analisa data menggunakan analisis kualitatif.  
Dari hasil penelitian ini ditemukan nilai-nilai yang terkadung dalam 
prinsip-prinsip perjanjian akad mudharabah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 
Tumang Boyolali dalam produk simpanan, deposito dan pembiayaan mudharabah
telah sesuai dengan syari’at Islam, karena  sudah di laksanakannya  prinsip prinsip 
perjanjian akad mudharabah.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ingkar janji dalam akad 
mudharabah disebabkan kurang memadainya sumber daya manusia, manajemen 
lembaga keuangan syariah, sistem informasi dan teknologi, serta tidak adanya 
standar moral yang ditetapkan dalam kegiatan pembiayaan. Kemudian sebagai 
solusinya adalah harus menguasai aspek teknis, menguasai hukum filosofis 
ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Jika terjadi pelanggaran perjanjian 
diselesaikan dengan sistem perdamaian (sulhu) kemudian arbitrase (tahkim) dan 
dengan proses peradilan (al-qadha).
BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah
Gagasan untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sebenarnya 
sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada 
Seminar Nasional Hubungan Indonesia – Timur Tengah pada tahun 1974 dan 
pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh 
Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka 
Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide 
ini:
a. Operasi Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, 
dan karena itu, tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 
tentang Pokok Perbankan;
b. Konsep Bank Syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan 
bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu 
tidak dikehendaki pemerintah;
c. Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura 
semacam itu; sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih 
dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka 
kantornya di Indonesia.1
Akhirnya gagasan  mengenai Bank Syariah itu muncul lagi sejak tahun 
1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang 
berisi Liberalisasi Industri Perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha 
untuk mendirikan bank bebas bunga tapi tidak ada satupun perangkat hukum 
yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja dapat menetapkan 
tanpa bunga. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga 
dan perbankan di Cisarua2, Bogor tanggal 19 – 22 Agustus 1990, yang 
kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV 
                                                
1 Gemala Dewi (editor oleh Muhammad Nauval Omar), 2006 Aspek-aspek Hukum dalam 
Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 
3, hal : 58. 
2 Wijanarto, 2003 Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Grafiti, Jakarta,hal: 58.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, 
Jakarta tanggal 22 – 25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk 
mendirikan Bank Syariah di Indonesia.
Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI 
tersebut di atas. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (MUI) 
mulai beroperasi. Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pemerintah pada tanggal 30 Oktober 
1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 
tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil  dan diundangkan pada tanggal 30 
Oktober 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 
1992.
  Pada tahun 1998 muncul Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam 
Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang  
lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Kemudian pada tahun 
2008 telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 
tentang perbankkan Syariah yang di dalamnya mengatur segala sesuatu yang 
menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup  
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya. Etika bisnis islami tak dapat dilepaskan dari syariah. 
Sebab-sebab aktifitas bisnis adalah bagian darai keseluruhan perbuatan 
manusia yang wajib berjalan sesuai syariah.3 Bank Syariah lahir sebagai salah 
satu alternatif terhadap persoalan bunga bank, karena Bank Syariah 
merupakan lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya 
dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan 
sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam.
Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem 
operasional Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Bagi Bank
Konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik para investor 
                                                
3 Rafik Isa Bekuun, 2004 Etika Bisnis Islami, Pustaka Pelajar,  Bandung, hal: 16
menginventasikan modalnya pada suatu bank. Semakin tinggi tingkat 
bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga 
merupakan unsur penting dalam sistem perbankan konvensional. Bank
Syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi 
dengan menggunakan sistem pembagian keuntungan dan kerugian profit and 
loss sharing (PLS)4 begitu juga perbankan syariah memberikan jasa-jasa lain 
sebagaimana yang dilakukan bank konvensional,hanya saja bedanya dalam 
perbankan syariah tidak mengenal bunga. Keuntungan dan kerugian yang 
terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu mudharib dan shahib al-maal.
Secara objektif harus diakui bahwa bank syariah masih kalah bersaing 
dibandingkan dengan bank konvensional, sehingga diperlukan strategi 
bersaing yang tepat untuk meraih keunggulan kompetitif dalam industri 
perbankan nasional.
Observing the reality of the development of sharia banks in Indonesia 
today, the increasing competitiveness of Islamic banks is very urgent to be 
implemented.5
Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam bank syariah mempunyai 
keuntungan sebab tidak akan menimbulkan negatif  spread,  pertumbuhan   
modal negatif, dalam permodalan bank sebagaimana yang biasa terjadi dalam 
perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal itu terjadi, di
satu pihak disebabkan karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi, 
dan dilain pihak bunga kredit dibebani tingkat bunga yang rendah untuk 
menarik para investor menanamkan modalnya. 
Penentuan bunga dalam bank konvensional dibuat waktu perjanjian 
berlangsung dengan asumsi harus selalu untung, tidak ada asumsi kerugian. 
Pembayaran bunga tetap dilakukan misalnya dalam suatu proyek, tanpa 
mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan itu mempunyai 
                                                
4 Sutan Remy Sjahdeini, 2005 Perbankan Islam dan  Kedudukannya dalam Tata Hukum 
Perbankan Indonesia, Grafiti, hal:1
5 http://www.islam-economy.blogspot.com/2009/focus-of-islamic-banking akses tanggal 
9 februari 2010.
keuntungan atau tidak. Sedangkan sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio 
atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada 
kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan
nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama.6  Sisi lain 
pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan 
peningkatan jumlah pendapatan, sedangkan konvensional jumlah pembayaran 
bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.7
Bunga dan bagi hasil dapat digambarkan sebagai mana yang diuraikan 
oleh Widaningsih Dkk sebagai berikut, yaitu:
1). Penentuan keuntungan untuk bunga pada waktu perjanjian dengan 
asumsi selalu untung, sedangkan pada bagi hasil pada waktu akad 
dengan pedoman kemungkinan untung rugi. 
2). Besarnya presentasi untuk bunga didasarkan pada jumlah uang/modal 
yang dipinjamkan,sedangkan untuk bagi hasil didasarkan pada jumlah 
keuntungan yang diperoleh. 
3). Pembayaran  bunga sebagaimana yang diperjanjikan tanpa 
pertimbangan untung rugi, sedangkan bagi hasil bergantung pada 
keuntungan proyek, bila rugi ditanggung bersama. 
4). Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat walaupun keuntungan 
berlipat,sedangkan bagi hasil sesuai dengan peningkatan jumlah 
pendapatan. 
5). Eksistensi bunga diragukan  oleh agama,sedangkan bagi hasil tidak 
ada yang meragukan keabsahannya.8
Bunga bank adalah masuk dalam kategori riba, banyak kalangan 
memberikan gambaran bahwa riba adalah haram. Lebih lanjut dapat di baca 
larangan memakan riba tersebut dalam Al-Qur’an surat Ali Imran (3)ayat 130 
sebagai berikut:
ٰا َنْیِذَّلااَھُّیَاَی اوُلُكأَتَلا اْوُنَمٰبِّرلاٰضُم اًفاَعْضَا اوًةَفَع ۖ اوُقَّتاَّو  ْمُكَّلَعَل َاللها
َنْوُمَحْرُت ۞ۚ
                                                
6 Muhammad Syafi’i Antonio, 2001 Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek, Gema Insani 
Press, Jakarta,  hal. 61
7 ibid; hal: 61
8 Wirdaningsih, dkk, 1993 Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, hal: 41.
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 
mendapat keberuntungan”.9
Begitu juga Rasulullah SAW telah memberikan larangan keras dengan 
kalimat melaknat bagi orang yang bergelut dalam bidang riba, secara lengkap 
sabda beliau yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya sebagai berikut:
ِالله ُ لْوُسَر َنَعَل ـَصَّلَس َو ِھْیَلَع ُاللها ىـَمَّل ٰا ِك َلٰبِّرلاا  ُھَبِتاَكَو ُھَلِّكَوُمَو
َدِھاَشَوِھْی
“Rasulullah SAW telah melaknat orang yang memakan barang riba, 
menyerahkan barang riba, mencatat barang riba dan yang menyaksikannya.” 10
Langkah perbankan syariah dalam beroperasi benar-benar sesuai 
dengan ketentuan ajaran yang berlaku di dalam agama Islam dan bahkan di 
semua agamapun sependapat dengan ketentuan Syar’i tersebut, selain mampu 
menghindarkan dari dampak negatif  penerapan bunga, Bank Syariah dengan 
sistem bagi hasil dinilai mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara 
efesien. Kemampuan untuk mengalokasikan sumber secara efesien inilah 
merupakan modal utama untuk menghadapi persaingan pasar dan perolehan 
laba. Di dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan lebih lanjut bahwa “yang 
dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan ini adalah prinsip bagi 
hasil berdasarkan syariat”.11 Sedang tujuan diberlakukannya ketentuan syar’i 
tersebut adalah untuk menjaga kelestarian agama (hifdhud din), menjaga 
keselamatan jiwa (hifdhun nafs), menjaga keselamatan akal (hifdhul aqli), 
menjaga kelangsungan keturunan (hifdhun nasl) dan untuk menjaga 
keselamatan harta (hifdhul maal).
                                                
9 Moh.Rifa’I, 2001,  Al-qur’an dan Terjemah, Wicaksana dan Dahara Pustaka, Semarang, 
hal : 145
10  Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani,  tt, Bulughul al-maram min adil al-lati al-
ahkam,Daarul Alam, Surabaya, hal; 169.
11   loc.cit.
Disamping adanya landasan syariah yang sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang menyangkut Bank Syariah antara lain Undang-
undang No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi Undang-undang No. 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan serta Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah, juga terdapat beberapa hal perbedaan diantaranya yang 
menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan 
lingkungan kerja serta adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur 
organisasi serta adanya sistem bagi hasil.
Meskipun Bank Syariah semakin cerah tetapi agar lebih dikenal 
masyarakat secara luas perlu keberpihakan yang nyata mengingat bank syariah 
belum banyak dikenal masyarakat. 
Produk-produk yang dikeluarkan Bank Syariah cukup variatif, 
sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk 
memanfaatkannya. Dari survei yang pernah dilakukan, kebanyakan Bank
Syariah  masih mengedepankan produk dengan akad jual beli, diantaranya 
prinsip bagi hasil, al-Musyarakah dan al-Mudharabah. Hanya saja dalam 
perjalannya perbankan syariah masih banyak mengalami kendala, kalau di 
lihat dari aset dan modal sudah sangat lumayan untuk ukuran perbankan yang 
lahir belakangan, akan tetapi untuk menjangkau nasabah sampai pada sasaran 
sebagaimana perbankan konvensional banyak mengalami kendala. 
Diantara kendala yang menghambat perkembangan perbankan syariah 
adalah karena masih terbatasnya jaringan perbankan syariah juga masih 
sedikitnya Badan Usaha Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) dan Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT).
Demikian halnya dengan keberadaan BMT Tumang Boyolali yang 
salah satu prinsipnya adalah untuk mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah 
yang dapat menjadi tumpuan masyarakat dalam bidang simpanan dan 
pembiayaan yang mengutamakan aspek manfaat jangka panjang. Ini memang 
pantas untuk di kaji dan diteliti mengingat Lembaga Keuangan Syariah ini 
dalam menjalankan kegiatan usahanya sejak berdiri pada tahun 1999 sampai 
saat ini (2009) menunjukkan adanya perkembangan yang cukup meyakinkan 
dengan telah terbentuknya 4 (empat) kantor cabang disamping kantor pusat 
sebagai induknya.
B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut maka terdapat berapa masalah yang 
menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut:
1. Apakah prinsip-prinsip akad mudharabah pada BMT Tumang 
Boyolali telah sesuai dengan syariat Islam?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya ingkar janji dalam 
akad mudharabah di BMT Tumang Boyolali serta bagaimana cara 
penyelesaiannya?
C. Tujuan Penelitian
Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 
yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:
1. Untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip akad mudharabah pada 
BMT Tumang Boyolali telah sesuai dengan syariat Islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya 
ingkar janji dalam akad mudharabah di BMT Tumang Boyolali serta 
bagaimana cara penyelesaiannya.
D.  Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai   
berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan referensi kepada pembuat undang-undang dan 
penentu kebijakan untuk menyempurnakan hukum positif, 
khususnya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan hukum 
ekonomi syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah.
b. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang konsep-
konsep dan sistem operasional yang berlaku dalam lembaga 
keuangan syariah.
c. Memberikan pengertian dan pemahaman sistem operasional 
dalam Lembaga ekonomi syari’ah dan khususnya Baitul Maal 
wat Tamwil Tumang boyolali, sehingga masyarakat dapat 
menentukan pilihan yang dapat meyakinkan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan akad mudharabah, agar sistem operasional 
dalam lembaga keuangan syariah dapat diterima oleh masyarakat 
dengan membandingkan sistem operasional dalam lembaga 
keuangan konvensional.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan kontribusi kepada pembuat undang-undang dan 
penentu kebijakan dalam sistem operasional Lembaga Keuangan 
Syari’ah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.
b. Mengetahui sistem operasional dalam Lembaga Keuangan 
Syari’ah yang sesuai dengan sistem ekonomi syari’ah.
c. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BMT Tumang terhadap 
pelaksanaan akad mudharabah yang timbul adanya pelanggaran 
perjanjian atau wanprestasi.
d. Mengetahui dampak dari masing-masing akad mudharabah yang 




1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.
a.  Pengertian Perjanjian    
Yahya Harahap mengatakan bahwa :
“Kata lain dari perjanjian adalah verbintenis yang mengandung arti 
hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang 
memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan 
sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”12
Perjanjian sama dengan persetujuan, selama ini dalam  bidang 
perjanjian orang memahami perjanjian selalu merujuk pada ketentuan 
dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara ringkas 
diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Suatu 
persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat 
dirinya terhadap satu orang atau lebih.”13
Untuk memperoleh gambaran dalam tingkat pemahaman 
masyarakat (nasabah) perlu diperjelas ruang lingkup perjanjian yang 
kebanyakan orang memahami hanya lewat Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata ( KUHP), dalam pasal di atas tidak memberikan batas yang jelas. 
Hal ini dikarenakan disatu sisi terlalu luas dan disisi lain kurang lengkap. 
Perjanjian  menurut kebiasaan diartikan semua persetujuan (afspraken) 
yang menimbulkan akibat hukum atau yang mengharapkan suatu akibat 
hukum, tanpa menghiraukan apakah akibat hukum itu merupakan 
terlaksananya perikatan atau tidak.14 Tetapi dalam kalimat lain disebutkan 
                                                
12 Yahya Harahap, 1986, Segi –segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hal: 6.
13 R.Subekti, R.Tjitrosudibio, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( edisi revisi), 
Pradnya Paramita, Bandung, hal: 338.
14 R.Soetojo Prawirohamijoyo, Marthalena Pohan,1984, Hukum Perikatan, PT Citra 
Aditya bhakti, Bandung, hal: 85.
bahwa perjanjian yang difahami dari pasal 1313 KUHPerdata adalah 
perbuatan hukum, dimana dua orang atau lebih yang saling mengikatkan 
diri itu ingin menciptakan perikatan.15
R. Subekti memberikan definisi perjanjian adalah “Suatu peristiwa 
di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu 
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.16
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian 
ialah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata 
sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum sesuai peraturan atau 
kaidah yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan 
antara para pihak tersebut mengikat menjadi hukum baku yang akan 
menimbulkan suatu hak dan kewajiban, jika dilanggar akan ada akibat 
hukumnya dengan dikenai sanksi.
b.  Syarat Sahnya Perjanjian.
Suatu perjanjian dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum 
apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian yang 
ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
1. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara suka rela dari kedua 
belah pihak yang membuat persetujuan (toestemming).
2. Kecakapan atau kedewasaan (bekwaamheid) pada diri yang 
membuat persetujuan.
3. Harus mengenai pokok atau obyek yang tertentu (bepaalde 
onderwerp).
4. Dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan (geoorloofde 
oorzaak).17
                                                                                                                                     
15 Loc-cit,.
16 R. Subekti, 1982, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hal: 122.
17 Yahya Harahap, ibid., hal: 24.
Untuk dapat mengetahui terjadinya perjanjian terdapat beberapa 
teori antara lain:
1. Teori saat melahirkan kemauan (Uitings Theorie). Menurut teori ini 
perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan  kemauan  
menerimanya  dari pihak lain.  Kemauan ini dapat dikatakan telah 
dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.
2. Teori saat mengirim surat penerimaan (Verzen Theori). Menurut 
teori ini perjanjian terjadi pada saat penerimaan dikirim kepada si 
penawar.
3. Teori saat penerimaan surat penerimaan (Onvangs theori). Menurut 
teori ini perjanjian pada saat menerima surat penerimaan/sampai di 
alamat si penawar.
4. Teori saat mengetahui surat penerimaan (Vermings Theori). 
Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah 
membuka dan membaca surat penerimaan itu.18
c. Wanprestasi dan Akibatnya
Wanprestasi berasal dari kata wanprestatie artinya adalah 
ketiadaan pertunaian, tidak memenuhi.19 Menurut Yahya Harahap 
“Membicarakan wanprestasi tidak dapat terlepas dari masalah pernyataan 
lalai (ingebrekke stelling) dan kelalaian (verzuim), sehingga wanprestasi 
dapat diartikan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya 
atau dilakukan tidak menurut selayaknya.”20 Wanprestasi merupakan 
akibat dari pelanggaran perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, 
setidaknya Abdul Kadir Muhammad memberikan gambaran bahwa akibat 
pelanggaran perjanjian sebagai berikut:
1. Setiap pelanggaran perjanjian akan memberikan hak kepada pihak yang 
dirugikan untuk memperoleh ganti rugi.
2. Jika pelanggaran cukup berat, juga akan memeberikan hak kepada yang 
dirugikan untuk menghentikan perjanjian dan mengakhirinya dan sekali 
gus mengajukan gugatan.21
                                                
18 Wiryono Projodikoro, 2000, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju,Bandung, 
hal:29.
19 Kamus Hukum edisi lengkap, 1997, Pustaka Tinta Mas ,Surabaya, hal: 466.
20 Yahya Harahap, op.cit., hal: 60.
21 Abdul Kadir Muhammad, 1986, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung hal: 159.
Dalam pasal 1243 BW ada maksud in gebreke (lalai) dari debitur 
terlebih dahulu, baru dapat dinyatakan ada wanprestasi. Menurut H.R 
tanggal 29 Januari 1915 No. 485 Tahun 1915, dianggap sebagai suatu 
pemberitahuan dari krediteur kepada debitur, bahwa ia mengharapkan 
segera dipenuhinya perikatan yang dibuatnya.22
Adapun wanprestasi dapat berupa:
1. Salah satu pihak dalam perjanjian yang bersangkutan tidak 
melaksanakan atau tidak melakukan apa yang disanggupi atau yang 
telah diperjanjikan;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang 
diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian yang tidak boleh 
dilakukan.23
Secara umum akibat bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi 
dapat dikenakan hukuman atau sanksi hukum, yaitu:
1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita 
oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata);
2. Apabila perjanjian itu timbal balik, kreditur dapat menuntut 
pemutusan/ pembatalan melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata);
3. Dalam ikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada 
debitur sejak terjadi cidera janji (Pasal 1237 KUH Perdata);
4. Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, 
atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 
KUH Perdata);
d. Berakhirnya perjanjian
Suatu perjanjian pada umumnya berakhir apabila tujuan perjanjian 
tersebut telah tercapai. Masing-masing pihak telah saling memenuhi 
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prestasi yang telah diperjanjikan sebagaimana yang mereka kehendaki 
dalam mengadakan perjanjian tersebut. Mengenai berakhirnya suatu 
perjanjian Abdul Kadir Muhammad memberikan uraian sebagai berikut:
1. Penghentian dengan persetujuan ; cara ini terdapat tiga bentuk yaitu: a) 
Dalam perjanjian aslinya para pihak boleh membuat ketentuan cara 
menghentikan perjanjian, b) Berakhirnya tidak karena perjanjian semula 
tetapi karena alasan baru diluar perjanjian, misalnya harus ada prestasinya 
(consideration), c) Akhirnya satu pihak dapat membebaskan pihak lainnya 
secara sepihak, tanpa prestasi, tetapi hanya jika ia melakukan itu dengan akta 
(deed).
2. Penghentian karena halangan, misalnya karena  force majeur = overmacht. 
Hal itu akan membawa dampak: a. Ketidakmungkinan secara fisik, b. 
Keadaan melawan hukum, c. Dasar perjanjian itu hapus, d. Halangan bagi 
tujuan komersial perjanjian.
3. Pembatasan gugatan, hal ini karena: 
a. Sesuatu jangka waktu tertentu.
b. Hukum melarang menggunakan suatu upaya hukum.
c. Undang-undang menentukan jangka waktu umum dalam mana 
suatu gugatan  harus diajukan ketentuan-ketentuan tersebut adalah 
sebagai berikut:
   Gugatan berdasarkan perjanjian biasa dapat diajukan dalam 
jangka waktu enam tahun sejak tanggal terjadinya alasan 
gugatan itu.
   Apabila perjanjian itu dibuat dengan akta, gugatan dapat 
diajukan dalam jangka waktu 12 tahun sejak tanggal terjadinya 
alasan gugatan itu.
   Gugatan untuk memperoleh kembali tanah dapat diajukan 
dalam jangka waktu 12 tahun sejak tanggal terjadinya gugatan.
   Hubungan perjanjian.24
Ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan, perjanjian persetujuan akad pembiayaan dibuat secara kontraktual 
berdasarkan pinjam – meminjam yang diatur dalam Buku III Bab 13 KUH 
Perdata. Oleh karena itu ketentuan mengenai berakhirnya perikatan Pasal 1381 
KUH Perdata berlaku juga dalam perjanjian pembiayaan.
2. Konsep Perikatan (Akad) Islam
a. Perikatan (Aqad)
                                                
24 Abdul Kadir Muhammad, op.cit.,  hal 169-176.
Kegiatan antar manusia dalam bidang kemasyarakatan Islam 
terdapat beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi, rambu-rambu 
dimaksud berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan aktifitasnya,
kesemua rambu tersebut diwadahi dalam bentuk syari’ah (yang berasal 
dari Nash Al-Qur’an dan as-Sunnah). Ketentuan-ketentuan perikatan atau 
orang yang mengadakan akad dalam dunia usaha juga dipagari oleh 
syari’ah. 
Dalam kegiatan muamalah, kontrak juga dikenal dengan istilah 
berbeda-beda, seperti akad, perjanjian, perikatan, transaksi, kesemuanya 
itu mempunyai arti yang sama yakni perikatan yang dilakukan oleh 
seseorang dengan orang lain yang menimbulkan akibat hukum pada 
subyeknya.
Hukum kontrak dalam Islam disebut dengan ”Akad” yang berasal 
dari bahasa arab ”al-Aqd” yang berarti perikatan, perajnjian, kontrak atau 
permufakatan (al-ittifaq), dan transaksi.25
Perikatan berbeda dengan perjanjian, kajian perikatan lebih 
mengarah pada konsep pelaksanaan sedangkan perjanjian cakupannya 
lebih luas karena menyangkut proses dan mengatur subyek-subyek 
hukumnya. Sehingga penerapan perikatan (akad) dengan perjanjian harus 
di bedakan pemahamannya agar tidak bias, konsep perjanjian dengan  
perikatan (akad) adalah dapat digambarkan sebagai bentuk mikro dan 
makro.
Jumhur ulama’ mengartikan akad adalah: ”Pertalian antara ijab dan 
kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat  hukum 
terhadap obyeknya. Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam 
pembentukan akad.”26
                                                
25 Abdul Manan, 2009, Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah, Bahan kuliah 
pascasarjana fakultas hukum UNS, hal: 2.
26Wirdaningsih, dkk, op.cit., hal: 93.
Bentuk perikatan dalam Islam adalah akad, akad sendiri dalam Al-
Qur’an setidaknya ada 2 (dua) istilah yang lazim difahami yaitu yang 
berhubungan dengan perjanjian, istilah tersebut adalah  Al-‘aqdu (akad) 
dan al-‘ahdu (janji).
Istilah akad  adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau 
disebut juga Tasharruf artinya segala sesuatu perbuatan yang bersumber 
dari kehendak seseorang dan syara’ menetapkan atasnya sejumlah akibat 
hukum (hak dan kewajiban).27
Lebih lanjut Abdoerraoef  dalam karya Gemala Dewi tersebut 
mengemukakan terjadinya perikatan (al-‘aqdu) melalui 3 (tiga) tahap, 
yaitu:
1. Al-‘Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak 
ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini 
mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan 
janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT 
dalam QS. Ali Imran (3)  ayat 76;
ٰفوَا ْنَم ىَلَباَو هِدْھَعِب ىَنْیِقَّتُمْلا ُّبِحُی َاللها َّنإَف ىَقَّت۞
“(Bukankah demikian), Sebenarnya siapa yang menepati 
janji (yang dibuat)-nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.28
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai 
reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. 
Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak 
pertama;
3. Apabila dua janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, 
maka terjadilah apa yang dinamakan aqdu. Oleh Al-Qur’an 
yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1:
                                                
27Gemala Dewi, dkk, 2006, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Fakultas hukum 
Universitas Indonesia, hal: 48.
28 Moh. Rifa’I, op.cit., hal: 133.
َاَیَنْیِذَّلااَھُّی ٰااْوُنَم ُفوَاوُةَمیِھَب ْمُكَل ْتَّلِحُا ۗ ِدوُقُعْلاِبا ِماَعْنَلاا 
ٰلْتُی اَم َّلاِإ ْمُكیَلَع ىْمُتنَاَو ِدیَّصلا ىِّلِحُم َریَغ ٌمُرُح  َاللها َّنإ ۗ
۞ُدِرُیاَم ُمُكْحَی
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya”.29
Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah melaksanakan 
perjanjian itu bukan lagi perjanjian (ahdu) tetapi akad (aqdu).
Titik tolak yang paling utama dalam perikatan Islam adalah adanya 
perpaduan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang 
disertai keridloan (kerelaan) dari kedua belah pihak, sehingga dalam akad 
perikatan/perjanjian dalam Islam bukan hanya sekedar mengadakan 
kontrak antara kedua belah pihak yang bertransaksi,akan tetapi berkaitan 
erat dengan hukum Islam.30
Menurut  A  Gani Abdullah, dalam Hukum Perikatan Islam, titik 
tolak yang paling membedakan adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab 
dan kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak 
tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka 
terjadilah perikatan (aqdu).31
Dalam hukum Islam dikenal adanya asas perjanjian Islam, yaitu 
asas kebebasan (al-huriyah), asas kesetaraan (al-musawah), asas keadilan 
(al-’adalah), asas kerelaan (ar-ridla), asas kejujuran (al-sidqu) dan asas 
administrasi (al-kitabah).32
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b. Unsur-Unsur Akad.
Sebelum terjadi akad dalam perjanjian/perikatan  harus terwujud 
terlebih dahulu adanya beberapa unsur dari perikatan itu sendiri, yang 
terdiri dari:
1. Shighat al-aqd yaitu: suatu yang didasarkan dari dua belah pihak yang 
berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang 
terjandinya akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, isyarat dan 
tulisan (shighat yang biasa disebut ijab qabul).
2. Akad  dengan perbuatan  yaitu  perbuatan yang menunjukkan saling 
meridloi.
3. Akad  dengan  isyarat  bagi yang tidak bisa berbicara. Bagi yang bisa 
berbicara tidak diperkenankan melakukan akad dengan isyarat,
melainkan harus dengan lisan, tulisan atau perbuatan.33
Lebih rinci Gemala Dewi juga menguraikan ada tiga unsur yang 
terkandung dalam akad, yaitu:
1. Pertalian Ijab dan Kabul.
Ijab   adalah    pernyataan   kehendak   oleh   satu  pihak   (mujib)    
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul
adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib
tersebut kepada pihak lain (qaabil). Ijab dan kabul ini harus ada 
dalam melaksanakan suatu perikatan; 
2. Dibenarkan oleh syara’.
Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau 
hal-hal yang diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits. Pelaksanaan akad, 
tujuan akad, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan dengan 
syariah. Jika bertentangan mengakibatkan akad tersebut tidak sah;
3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya.
Akad merupakan salah satu tindakan hukum (tasharruf). Adanya 
akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang 
diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi 
hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.34
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rangka 
mewujudkan akad, secara detail ada dua syarat, yaitu:
                                                
33 Muhammad Firdaus, dkk, 2005, Cara Mudah Memahami  Akad-akad Syariah,
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1. Syarat  umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam 
segala macam akad.
2. Syarat  khusus yaitu syarat-syarat yang diisyaratkan wujudnya dalam 
sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini bisa 
disebut syarat tambahan (idhofiyah) yang harus ada disamping syarat-
syarat umum, seperti adanya saksi.35
c. Rukun dan Syarat Perikatan Islam.
Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat 
yang harus dipenuhi. Rukun adalah suatu yang harus dipenuhi untuk 
sahnya suatu pekerjaan,36 sedangkan syarat dapat diartikan sebagai 
permintaan yang harus dipenuhi.37 Adapun definisi syarat secara syar’i 
adalah ”sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia 
berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum 
pun tidak ada.”38
Menyikapi syarat dan rukun perikatan (akad) para ulama’ terjadi 
perbedaan/beraneka ragam, tetapi dari berbagai pendapat tersebut secara
garis besar dapat di fahami dari uraian Wirdaningsih dan kawan-kawan 
dalam Bank dan asuransi Islam di Indonesia bahwa rukun dan syarat 
perikatan Islam adalah sebagai berikut;
1). Subyek Perikatan (Al-‘Aqidain)
Al-‘Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad.39 Sebagai 
pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan 
hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah subyek hukum. 
Subyek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering juga diartikan 
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sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Subyek hukum ini 
terdiri dari  2 (dua) macam yaitu manusia dan badan hukum.
a).   Manusia.
Manusia sebagai subyek hukum perikatan adalah pihak yang sudah 
dapat dibebani hukum yang disebut mukallaf yaitu orang yang 
telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan 
dengan Tuhan maupun kehidupan sosial.
Untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas 3 (tiga) 
bentuk, yaitu:  
1. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, seperti 
manusia yang cacat jiwa, cacat mental, anak kecil yang 
belum mumayyiz (dapat membedakan);
2. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak 
yang sudah mumayyiz tetapi belum mencapai baligh;
3. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk 
yang telah  memenuhi syarat-syarat mukallaf.
Pada prinsipnya tindakan hukum seseorang dinilai sah untuk 
melakukan perbuatan ukum berupa perikatan apabila:
1. Aqil (berakal).
Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang
gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena 
masih di bawah umur, sehingga dapat mempertanggung 
jawabkan transaksi yang dibuatnya;
2. Tamyiz (dapat membedakan).
Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat 
membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga bertanda 
kesadarannya sewaktu bertransaksi;  
3. Mukhtar 40(bebas dari paksaan yang dalam istilah Islam ‘an 
taradhin).
Dari maksud diatas dapat dipertegas dengan firman Allah 
dalam al-qur’an surat An-Nisa’(4) ayat 29:
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ْوُنَمٰا َنْیِذَّلااَھُّیَاَی اَلااِب ْمُكَلاَوْمَااوُلُكْأَت َنوُكَت نَا َّلاِا ِلِطاَبل
َجِتْنَع ًةَرا ْمُكنِم ٍضاَرَت ْوُلُتقَتَلاَو ۗ َناَك َاللها َّنِا ۗ مُكَسُفنَا ا
ْمُكِب ۞اًمْیِحَر
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.41
b).   Badan Hukum.
Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak 
dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban 
dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. 
Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari 
perseorangan. Yang dapat menjadi badan hukum menurut R. 
Wirjono Prodjodikoro adalah dapat berupa negara, daerah otonom, 
perkumpulan orang-orang, perusahaan atau yayasan.42
Dalam pemahaman hukum Islam, badan hukum tidak diatur 
secara khusus, namun terlihat pada beberapa dalil menunjukkan 
adanya badan hukum dengan menggunakan istilah al-syirkah, 
seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa (4) : 12: “...Tetapi jika 
saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka 
bersekutu dalam yang sepertiga itu…” QS Shaad (38) : 24, bahwa 
“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat 
itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, 
kecuali orang-orang yang beriman…..”
Lebih lanjut Wirdaningsih mengutip pendapat  T. M. Hasbi 
Ash Shiddieqy, bahwa badan hukum berbeda dengan manusia 
sebagai subyek hukum dalam hal-hal sebagai berikut:
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1. Hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang 
dimiliki manusia, seperti hak keluarga, hak pusaka dan lain-
lain;
2. Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus 
badan hukum. Badan hukum akan hilang apabila syarat-
syaratnya tidak terpenuhi lagi;
3. Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum;
4. Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum dibatasi 
oleh ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam 
bidang-bidang tertentu;
5. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum 
adalah tetap, tidak berkembang;
6. Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi 
hanya dapat dijatuhi hukuman perdata.43
2). Obyek Perikatan (Mahallul Aqd)
Mahallul Aqd adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan 
dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan.44
Sarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Mahallul Aqd secara 
ringkas disebutkan adalah :
a). Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan;
b). Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah;
c). Obyek akad harus jelas dan dikenali;
d). Obyek dapat diserah terimakan.45
3). Tujuan Perikatan (Maudhu’ul Aqd)
Maudhu’ul Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad 
disyari’atkan untuk tujuan tersebut46. Dalam hukum Islam tujuan akad 
ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an dan  Nabi Muhammad 
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SAW dalam Hadits. Menurut ulama fiqih tujuan akad dapat dilakukan 
apabila sesuai dengan ketentuan syari’ah tersebut.
Ahmad Azhar Basyir  berpendapat sebagaimana yang di kutip 
Gemala Dewi (hal. 62-63) menentukan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat 
hukum, yaitu:
a). Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada 
atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang 
diadakan;
b). Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya 
pelaksanaan akad;
c). Tujuan akad harus dibenarkan syara’.47
4). Ijab dan Kabul (Sighat al-Aqd)
Sighat al-Aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang 
melakukan akad berupa ijab dan Kabul.48 Ijab adalah suatu pernyataan 
janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari 
pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.
Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab 
dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu:
a). Jala’ul ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam 
pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad 
yang dikehendaki;
b). Tawafud, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; 
c). Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul 
menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak 
ragu, dan tidak terpaksa. 
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d. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
Menjabarkan mengenai hak dan kewajiban dapat di kelompokkan 
pemahamannya sebagai berikut:
1. Hak
Dalam kamus arti kata “hak” menurut bahasa adalah kekuasaan 
untuk berbuat sesuatu.50 Arti lain adalah wewenang hak dan kekuasaan 
untuk bertindak.51 Berdasakan kajian hukum Islam/fiqih terjadi 
beberapa definisi mengenai hak oleh para ahli fiqih, akan tetapi dari 
beberapa versi tersebut pada hakekatnya ada kesamaan yaitu pada 
sumber akhir dari hak itu sendiri, menurut ulama fiqih pengertian hak 
antara lain adalah:
a). Menurut sebagian ulama mutaakhirin: “Hak adalah sesuatu 
hukum yang ditetapkan secara syara”;
b). Menurut Syekh Ali Al-Khafifi (asal Mesir): “Hak adalah 
kemaslahatan yang diperoleh secara syara”;
c). Menurut Ustadz Mustafa Az-Zarqa (ahli Fiqih Yordania asal 
Suria): “Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan 
syara’ untuk kekuasaan atau taklif”;
d). Menurut Ibnu Nujaim (ahli fiqih Mazhab Hanafi): “Hak adalah 
sesuatu kekhususan yang terlindungi.”52
Selain hak-hak diatas masih ada lagi yang merupakan hak 
memilih dalam istilah fiqih disebut dengan istilah khiyar.
Kata al-khiyar dalam bahasa Arab, berarti pilihan. Secara 
terminologis para ulama fiqih mendefinisikan al-khiyar sebagai “hak 
pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan 
transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang 
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disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang 
melakukan transaksi.”53
Hak al-khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang 
melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang 
mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu 
transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.  Status khiyar, menurut 
ulama fiqih, adalah  disyariatkan  atau  dibolehkan karena masing-
masing pihak yang melakukan transaksi.
2. Kewajiban
Kata kewajiban berasal dari kata “wajib”. Dalam pengertian 
bahasa kata wajib berarti (sesuatu) harus dilakukan, tidak boleh tidak 
harus dilaksanakan.54
Kewajiban berasal dari kata  Wajib yang  juga berarti hukum 
yang bersifat membebani perbuatan mukallaf.  Dalam pengertian 
tersebut akan memberikan pengertian yang sangat luas. Menurut 
konsep fiqih pengertian ini dapat pula disebut  sebagai “iltizam”.
Secara istilah yang dimaksud dengan “iltizam” adalah akibat 
(ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan 
sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat 
sesuatu.55 Lebih lanjut untuk memperoleh gambaran secara detail 
diuraikan pula dalam kajian tersebut tentang substansi hak sebagai 
taklif (yang menjadi keharusan terbebankan pada orang lain) dari sisi 
penerima dinamakan hak, sedangkan dari sisi pelaku dinamakan 
iltizam yang artinya “keharusan atau kewajiban”. Jadi antara hak dan  
iltizam keduanya terkait dalam satu konsep.
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Menurut Mas’adi yang di kutip Gemala Dewi menyebutkan 
bahwa sumber utama  iltizam, adalah:
a). Aqad, yaitu kehendak kedua belah pihak (iradah al’-aqidain) untuk 
melakukan sebuah perikatan, seperti akad jual beli, sewa menyewa, 
dan lain sebagainya;
b). Iradah al-munfaridah (kehendak sepihak, seperti ketika seseorang 
menyampaikan suatu janji atau nazar);
c). Al-fi’lun naïf  (perbuatan yang bermanfaat), seperti ketika seseorang 
melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan 
atau pertolongan. Maka ia wajib berbuat sesuatu sebatas 
kemampuannya;
d). Al-fi’lu al-dharr  (perbuatan yang merugikan), seperti ketika seorang 
merusak atau melanggar hak atau kepentingan orang lain, maka ia 
terbebanai oleh iltizam atau kewajiban tertentu.56
e. Berakhirnya  Akad
Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. 
Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi 
fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.
Fasakh terjadi disebabkan sebagai berikut:
1. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan 
syara’ seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya jual beli 
barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan;
2. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau 
mejelis;
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena 
merasa menyesal atas akad baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara 
ini disebut iqalah;
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak 
dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Karena habis waktunya seperti dalam akad sewa menyewa;
6. Karena tidak dapat izin pihak berwenang;
7. Karena kematian.57
f. Menghindari  Bunga dan Riba.
Dalam dunia perbankan secara umum lalu-lintas moneter tidak 
terlepas dengan unsur bunga sebagai imbalan kepada yang menanam 
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investasi, secara sekilas orang memahami antara bunga dengan bagian dari 
bagi hasil adalah sama. Pemahaman tersebut benar-benar salah, karena 
implementasi dari sistem tersebut juga berbeda. Bunga merupakan imbalan 
mutlak dalam duania perbankan secara konvensional. 
Pandangan  Islam terhadap bunga adalah sama dengan memakan 
barang haram, dari berbagai kajian kategori  bunga dalam Islam adalah 
riba dan riba adalah haram. Sebelum menjabarkan tentang riba, maka 
untuk memberikan kelengkapan  bahasan perlu disampaikan mengenai 
bunga dalam bank.
1. Bunga.
Dalam penerapan lalu-lintas moneter di dunia perbankan bunga 
sudah tidak asing lagi, bahkan disebagian orang yang hanya 
memikirkan infestasi sangat  senang dengan semakin tingginya bunga 
dari suatu bank, bunga sudah menjadi daya rekat paling ampuh untuk 
merekrut infestor maupun penabung. Banyak implikasi hukum tentang 
penerapan sistem bunga dalam kajian Islam, Islam tidak hanya 
memandang dari keuntungan tetapi prinsip yang ditegakkan juga harus 
di dasarkan pada ketentuan syariah.
Sebelum membandingkan prinsip bunga dalam dunia perbankan 
dengan kajian hukum Islam, maka akan lebih mudah difahami apa bila 
disampaikan terlebih dahulu tentang seluk beluk bunga. 
a). Pengertian bunga.
Ada istilah bunga dalam perbankan, pengertian tersebut 
dapat disebut juga Interest/fa-idah diartikan dengan tambahan 
yang dikenakan untuk transaksi pinjam uang yang 
diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan 
pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu
dan diperhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan 
presentasi.58
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Penerapan bunga memiliki beberapa tujuan dalam 
sistem perbankan, tujuan dimaksud antara lain: 
- sebagai ganti rugi (opportunity cost) atas hilangnya 
kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari 
pengelolaan dana (the classical theory of interest).
-  bunga diberikan untuk mengimbangi laju inflasi yang 
mengakibatkan menyusutnya nilai uang atau daya beli 
uang.
- bunga di berikan sebagai imbalan atas 
pengorbanan/pematangan penggunaan pendapatan 
yang diperoleh (the abstinence theory of interst).59
b). Hukum bunga.
Secara garis besar bunga bank adalah haram apapun bentuk 
dan metode perolehannya, praktek penerapan bunga uang dalam 
sistem perbankan saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi 
pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasiah. Dasar pengharaman 
bunga karena sama dengan praktek riba dengan demikian praktek 
pembungaan termasuk salah satu bentuk riba. 
Dari bentuk dan jenis apapun bunga menurut hukum Islam 
menjadi haram, sistem bunga banyak dilakukan oleh bank, asuransi,
pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya 
termasuk juga individu.60 Secara ringkas Majelis Ulama’ Indonesia 
menyebutkan secara berulang-ulang dalam hampir setiap fatwanya 
sejak tahun 2000 bahwa penerapan sistem bunga tidak sesuai dengan 
syari’ah.61
M. Syafi’i Antonio memberikan penjabaran dari beberapa 
penggolongan tentang hukum bunga yang di ambil dari hasil 
pembahasan Lajnah Masa’il Nahdlatul Ulama’ yang disamakan 
dengan hukum gadai, dari pengelompokan hukum tersebut sebagai 
berikut;
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1. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
2. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad,
sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja 
dijadikan syarat.




Ulama’ besar Syekh Muhammad Yusuf Qardawi 
memberikan definisi riba dengan kalimat yang tegas dan singkat 
yaitu: “Suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti.”63
Salah satu pendapat ringkas yang mudah di fahami dari 
beberapa ulama’ fiqih tersebut setidaknya Asy-syaikh Muhammad 
bin Shalih al-Utsmani dalam syarah Bulughul al-Maram 
memberikan definisi tentang riba yaitu:
”Penambahan pada dua perkara yang diharamkan dalam 
syariat, adanya tafadhul (penambahan) antara keduanya dengan 
ganti (bayaran), dan adanya ta’khir (tempo) dalam menerima 
sesuatu yang disyaratkan qabdh (serah terima ditempat)”.64
Sutan Remy juga menyebutkan definisi riba secara harfiah 
adalah “pertumbuhan (growth), naik ( rise), membengkak (swell),
bertambah (increase) dan tambahan (addition).”65
Pandangan lain dari Muhammad Syafi’i Antonio telah 
memberikan definisi tentang riba sebagai berikut; “secara bahasa 
bermakna ziyadah (tambahan) dalam pengertian lain secara 
linguistik riba diartikan engan pengertian tumbuh dan membesar, 
adapun menurut pemahaman istilah teknis, riba berarti 
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pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.”66
Lebih lanjut dikutip dari pendapat Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam 
kitab ahkam al-qur’an dengan menguraikan tentang al-bahtil yang 
terkandung dalam inti riba adalah adanya tambahan, namun yang 
dimaksud riba dalam Al-Qur’an yaitu setiap penambahan yang 
diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang 
yang dibenarkan syari’ah.67
Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya: 
ٰا َنْیِذَّلااَھُّیَاَی اْوُنَمْوُلُكْأَتَلاِلِطاَبلاِب ْمُكَلاَوْمَاا...۞
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
harta sesamamu dengan jalan bathil...” (Q.S. An-Nisa : 29).
b). Jenis-jenis Riba.
Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. 
Masing-masing riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Riba hutang 
piutang terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyyah. 
Sedangkan riba jual-beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba 
nasi’ah.
1. Riba Qard. Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu
yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).
2. Riba Jahiliyyah. Hutang dibayar lebih dari pokoknya, 
karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya 
pada waktu yang ditetapkan.
3. Riba Fadhl. Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar 
atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang 
dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
4. Riba Nasi’ah. Penangguhan penyerahan atau penerimaan 
jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul 
karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara 
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yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan 
kemudian.68
Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba menurut Ibnu 
Hajar al Haitsami: 
“Bahwa riba itu terdiri dari tiga jenis yaitu riba fadl, riba 
al yaad dan riba an nasiah. Al Mutawally menambahkan jenis 
keempat yaitu riba qard. Beliau juga mengatakan bahwa semua 
jenis ini diharamkan secara ijma’ berdasarkan nash al Qur’an dan 
Hadits Nabi.” (Az Zawajir Ala Iqtiraaf al Kabaair Vol 2, hal. 205).
c). Prinsip-prinsip Riba.
Prinsip-prinsip riba untuk menentukan adanya riba di 
dalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda 
Rasulullah SAW, yaitu:
1. Pertukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi 
berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai, 
mengandung unsur riba;
2. Pertukaran barang yang sama jenis dan jumlahnya, tetapi 
berbeda nilai dan harganya dan dilakukan secara kredit, 
mengandung unsur riba;
3. Pertukaran barang yang sama nilai atau harganya tetapi 
berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara 
kredit, mengandung unsur riba;
4. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan 
kuantitasnya baik secara kredit maupun dari tangan ke 
tangan terbebas dari riba sehingga diperbolehkan;
5. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan 
nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik 
secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari 
unsur riba sehingga sah;
6. Di dalam perekonomian yang berazaskan uang, dimana 
harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu 
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negara, pertukaran suatu barang yang sama dengan 
kuantitas berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan ke 
tangan, keduanya terbebas dari riba. 
d). Keharaman Riba.
Islam sangat menghendaki pemeluknya dalam keadaan 
taraf hidup yang layak dan sejahtera, kesejahteraan dimaksud harus 
dalam bingkai syari’ah tidak boleh lepas dari kaca mata hukum 
syar’i. Diantara cara islami yang diperbolehkan untuk memperbaiki 
taraf hidup adalah dengan cara perdagangan, Allah melarang keras 
praktek riba dan orang-orang yang meribakan harta bendanya dan 
betapa bahayanya membudayakan riba dalam kehidupan 
masyarakat.
Syeh Muhammad Yusuf Qardawi mengingatkan betapa 
mengerikannya ancaman Allah terhadap mereka yang 
menghidupkan praktek riba, ancaman tersebut sebagai mana yang 
di kutip dari sabda rasulullah Muhammad SAW yang artinya 
sebagai berikut: “Apabila riba dan zina sudah merajalela disuatu 
daerah maka bearti benar-benar mereka telah menghalalkan dirinya 
untuk mendapat siksaan neraka” Hadits riwayat Hakim dengan 
sanad yang baik.69 Lebih lanjut secara tegas dan jelas Ustadz Abu 
Abdillah Muhammad Afifuddin menyebutkan riba dengan segala 
bentuk apapun adalah haram dan termasuk dosa besar. 
Beberapa rujukan haramnya riba:
1. Larangan Riba dalam Al-Qur’an.
Mengapa riba dilarang? ternyata pertanyaan itu bukan 
sekedar pertanyaan, tetapi harus di sertai telaah dan penalaran 
yang mendalam agar maknanya dapat di rasakan oleh ummat 
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secara keseluruhan. Jawaban singkat adalah secara nilai riba 
memang benar-benar jauh dari keadilan.
Istilah riba di dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 
tujuh kali. Diantaranya:
a. Surah al-Rumm (30) : 39, ayat yang menerangkan 
tentang asumsi manusia yang menganggap harta riba 
akan menambah hartanya, padahal di sisi Allah SWT. 
Asumsi itu sebenarnya tidak benar karena hartanya 
tidak bertambah  karena melakukan riba;
b. Surah An–Nisa’ (4) : 161, diceritakan bahwa orang-
orang Yahudi dilarang melakukan riba tapi larangan itu 
dilanggarnya sehingga mereka mendapat murka Allah 
SWT;
c. Surah Ali ‘Imran (3) : 130, ayat ini turun berkaitan 
dengan pengharaman riba yang berlipat ganda;
d. Surah al-Baqarah (2) : 278 – 279, merupakan larangan 
Allah SWT, secara menyeluruh untuk tidak melakukan 
riba termasuk sisa-sisa riba yang dipraktikkan pada 
masa itu.
Dari tujuh ayat tersebut proses keharaman riba, 
sebagaimana yang terjadi pada khamr, berlangsung dalam 
empat tahap larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur’an itu 
tidak diturunkan sekaligus ini:
a. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba 
yang pada akhirnya seolah-olah menolong mereka yang 
memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau 
taqarrub kepada Allah SWT;
b. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu buruk. Allah 
SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada 
orang Yahudi yang memakan riba;
c. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada 
suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir 
berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang 
cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan 
pada masa tersebut;
d. Tahap keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan 
apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.70
2 . Larangan Riba dalam Hadits.
Pelarangan riba tidak hanya diatur dalam Al-Qur’an 
melainkan juga dalam Hadits yang berfungsi untuk 
menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan 
melalui Al-Qur’an, larangan riba dalam Hadits lebih terinci.
Sutan Remy mengutip hadits nabi yang menyebutkan 
adanya larangan riba adalah sebagai mana yang diriwayatkan 
oleh ‘Ubaidah “Saya mendengar Rasulullah Saw. Melarang 
jual beli (utang) emas dengan emas, perak dengan perak, 
gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam 
dengan garam, kecuali sama dengan seimbang. Barang siapa 
menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan 
riba”71
Ternyata riba tidak saja hanya di kenal dalam agama 
Islam, agama-agama samawipun juga mengenal, setidaknya 
itulah yang ditulis dalam taurat dan injil. Dalam perjanjian
lama, larangan  riba dapat diketahui dari  Leviticus 25:37, 
Deutronomy 23:19, Exodus 25:25, dan dalam perjanjian baru 
terdapat dalam Luke 6 :35.72
Lebih lanjut Muhammad Syafi’i Antonio telah 
mengutip beberapa hadis Nabi sebagai dasar hukum larangan 
penerapan riba dari berbagai kitab yang paling mengesan 
adalah amanat terakhir Nabi Muhammad SAW pada tanggal 
9 Dzulhijjah 10 H, amanat mana Nabi mengingatkan kepada 
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kita tentang penekanan Islam yang melarang praktek riba, 
kata beliau yang artinya sebagai berikut: 
“ Ingatlah bahwa  kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia 
pasti akan menghitung amalanmu, Allah telah melarang 
kamu mengambil riba. Oleh karena itu utang akibat riba 
harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak 
kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami 
ketidakadilan”.73
e).    Dampak Riba.
Dampak adanya riba ditengah-tengah masyarakat tidak saja 
berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek 
kehidupan manusia:
1). Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan 
mengurangi semangat kerja/saling menolong dengan sesama 
manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan 
menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan 
tidak mau tahu kesulitan orang lain;
2). Menimbulkan tumbuhnya mental pemborosan dan pemalas. 
Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan 
penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan 
anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia 
mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan 
dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam kerja; 
3). Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur 
meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada 
peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Menjadikan 
kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-
tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut;
4). Yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Bagi orang 
yang mempunyai pendapatan yang lebih akan banyak mempunyai 
kesempatan untuk menaikkan pendapatnnya dengan 
membungakan pinjaman tersebut, sedangkan bagi yang 
mempunyai pendapatan yang kecil, tidak hanya kesulitan 
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membayar cicilan utang tetapi harus memikirkan bunga yang akan 
dibayar;
5). Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak 
melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain sebagai alat 
tukar yang mempunyai sifat stabil karena nilai uang dan barang 
sama;
6). Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. 
Investor akan menghitung besarnya harga pinjaman atau bunga 
Bank. Investor tidak mau menanggung biaya produksi yang tinggi 
yang diakibatkan biaya bunga dengan mengurangi produksinya. 
Bila hal ini terjadi maka akan mengurangi kesempatan kerja dan 
pendapatan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Secara khusus dari uraian di atas dapat digambarkan 
bahwa dampak negatif riba dapat dibagi menjadi dua bagian:
- Dampak ekonomi.
Munculnya dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga 
sebagai biaya uang. Hal itu disebabkan karena salah satu 
elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin 
tinggi bunga semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan 
pada suatu barang, dampak lainnya peminjam tidak akan 
keluar dari ketrgantungan.
- Dampak Sosial Kemasyarakatan. 
Riba di dapat dengan cara tidak adil. Para pengambil riba 
menggunakan  uangnya untuk memerintah orang lain agar 
berusaha dan mengembalikannya, Persoalannya siapa yang 
tahu bahwa usahanya akan mendatangkan keuntungan lebih 
dari jumlah prosentasi bunga yang dibebankan. 
Kemungkinannya adalah rugi atau untung.74
Beberapa ilmuwan muslim dengan latar belakang 
pendidikan ekonomi telah menawarkan sejumlah pendapat yang 
bersifat sosio ekonomis sebagai alasan bagi larangan terhadap 
bunga. Pendapat terpenting mengemukakan bahwa bunga 
mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan tangan 
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segelintir orang saja.75 Apabila kecenderungan pengumpulan 
kekayaan tangan segelintir orang saja dilalukan oleh beberapa 
perusahaan akan menimbulkan persaingan monopoli yang lebih 
berbahaya. 
Current monopoly, as praktenya generally conducted by 
some companies not only control the supply to affect prices, but 
also to maintain the business, the government's desire and market 
penetration (by making significant price declines). Currently, 
more harmful monopolistic rival firms in the same industry than 
adverse consumer.76
Pendapat di atas sangat relevan dengan konsep syariah 
yang mengutamakan kesejahteraan umat tanpa membuat orang 
lain mengalami kesulitan.
3. Pembiayaan  Mudharabah di BMT Tumang Boyolali
a. Pengertian mudharabah.
Ada beberapa pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Tumang 
Boyolali, akan tetapi sesuai dengan maksud awal dari penulisan ini, maka 
tulisan difokuskan hanya pada pembiayaan mudharabah. 
Mudharabah berasal dari kata Ad-dharb fil al-ardh yaitu bepergian 
untuk urusan dagang.77 Kalimat diatas dapat di fahami pula sebagai 
bepergian dalam rangka menjalankan usaha, hal itu sesuai dengan kalimat 
yang terdapat dalam firman Allah surat al-Muzammil (73) ayat 20:
...َنوُلِتاَقُی َنوُّرَحآَو ْیِبَس ىِفِاللها ِل...
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“……dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian 
karunia Allah…”78
Dalam kitab al-Iqna disebutkan “Selain al-dharb di sebut juga 
qiradh yang berasal dari al-qardhu berarti al-qath’i (potongan) karena 
pemilik memotong sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut 
mudharabah atau qiradh dalam muamalah”.79
“Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh atau 
Muqaradhah bahasa penduduk Hijaz,80 namun pengertian qiradh dan 
Mudharabah adalah satu makna”.81
Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa mudharabah ialah:
ٌدْقَع  ِھْیِف َّرَجَتَیِل ًلااَم َرَخَأِل ٌصْخَش َعَف ْدَی ْنَأ ىِضَتْقَی
“Akad yang ditentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada 
yang lain untuk ditijarahkan”.82
Penggabungan pemahaman dari berbagai segi dimaksudkan untuk 
menfokuskan pemahaman terhadap mudharabah, dinamakan demikian 
karena kegiatan itu merupakan kegiatan komersial pada umumnya yang 
menggunakan perjalanan untuk mencari keuntungan.83 Kata lain dari 
mudharabah adalah Qiradh, pemahaman dari dua kata tersebut sebenarnya 
sama hanya saja pemakaiannya terjadi di beda tempat. Asalnya 
pemahaman mudharabah dipakai istilah tersebut bagi orang-orang Iraq, 
sedangkan bagi orang  Madinah menyebutkan dengan istilah Qiradh yang 
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berasal dari kata al-qard yang bearti memisahkan, maksud tersebut karena 
pemilik harta memisahkan sebagian hartanya untuk dikelola dengan 
sejumlah imbalan  keuntungan. Mudharabah dapat juga bearti potongan 
karena pemilik modal memotong sebagian harta untuk dikelola dengan 
bagian keuntungan, sedangkan pekerja atau pengelola mendapat bagian 
keuntungan dari usahanya.84
Dari pemahaman-pemahaman definisi diatas terdapat pemikiran 
secara fokus bahwa Mudharabah merupakan suatu bentuk kontrak 
kemitraan (partnership) yang berlandaskan pada prinsip-prinsip bagi hasil 
(profit and loss sharing) dengan cara seseorang memberikan modalnya 
kepada pihak kedua untuk melakukan bisnis dengan tujuan mendapatkan 
keuntungan yang akan di bagi berdasarkan kesepakatan yang telah 
ditetapkan.
Mudharabah dapat juga disebut juga dengan istilah qirad, konsep 
mudharabah merupakan cara untuk memobilisasi dana masyarakat guna 
membiayai pengusaha.85
Pembiayaan Al-Mudharabah merupakan konsep pembiayaan 
secara total/penuh (100%) yang diberikan oleh Bank kepada nasabah 
Kerugian ditanggung oleh Bank (selama kerugian bukan akibat kelalaian 
pengelola) dan keuntungan dari usaha dibagi bersama sesuai nisbah yang 
disepakati. 
Sayid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya memberikan pengertian 
Mudharabah dengan sebutan lain al-qardhu atau muammalah artinya: 
Akad antara kedua belah pihak untuk salah seorang (salah satu pihak) 
mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. 
Dan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan.86
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Mudharabah   dapat pula diartikan sebagai akad yang dilakukan 
antara pemilik modal dengan mudharib (pengelola), dimana keuntungan 
disepakati diawal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh 
pemilik modal. Dalam aplikasinya dapat difahami akad antara depositor 
(pemilik modal) dengan lembaga keuangan (mudharib) untuk mengelola 
dana depositor,87 Berarti ungkapan penyerahan harta milik seseorang 
kepada orang lain sebagai usaha.
Sutan Remy Sahdeini memberikan pengertian mudharabah adalah 
suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan 
sebagai traksaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para 
pihak berdasarkan kepercayaan.88
Keuntungan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan dibagi 
bersama, sedangkan apabila terjadi kerugian maka hal tersebut ditanggung 
oleh pemilik modal. Implementasi mudharabah, adalah dengan 
penyimpanan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik 
modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut dapat juga 
digunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini 
akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.89
b. Jenis Mudharabah.
Penerapan pembiayaan melalui konsep mudharabah oleh 
Bank/Unit Usaha Syariah (UUS) ada beberapa jenis/kelompok, 
pengelompokan tersebut untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan 
pembiayaan termasuk kewajiban bagi mereka yang tersebut dalam 
perjanjian. Ternyata dari satu jenis perjanjian dengan jenis perjanjian 
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lainnya terdapat perbedaan metode pengelolaan hak maupun 
kewajibannya. 
Bank sebagai mudharib (yang mengelola dana) dari pemilik dana 
(shohibul maal) dapat berupa tabungan, deposito, atau bentuk yang lain,
bank berkewajiban memberikan keuntungan. Cara bank memberikan 
keuntungan kepada pemilik modal adalah dengan cara bank mengadakan 
usaha dengan pihak ketiga melalui salah satu bentuk usahanya adalah 
bentuk mudharabah. Bila Bank menggunakannya untuk melakukan 
pembiayaan Mudharabah, maka Bank bertanggung jawab atas kerugian 
yang terjadi. Bentuk usaha bank tersebut dapat dikelompokkan atas 
beberapa jenis, antara lain;
a. Mudharabah mutlaqah. Jenis ini adalah dapat berupa pengelolaan 
tabungan dan deposito, sehingga teradapat dua jenis himpunan dana yaitu 
: Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah. Berdasarkan 
prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana 
yang di himpun.
b. Al-mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet. Jenis mudharabah ini 
merupakan simpanan khusus (Restricted investment) dimana pemilik 
dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh 
bank. Misalnya disyaratkan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan dengan 
akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.
c. Al-Mudharabah Muqayyadah off Balance sheet. Jenis mudharabah ini 
merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana 
usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang 
mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik
dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh 
Bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan  di biayai dan 
pelaksanaan usahanya.90
c. Syarat-syarat Mudharabah
Ada beberapa syarat mudharabah yang harus ada antara lain: 
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a. Modal berbentuk uang tunai.
b. Harus di bedakan dengan jelas mana modal mana keuntungan yang 
akan di bagi sesuai kesepakatan. 
c. Keuntungan milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasinya. 
d. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat 
sipelaksana untuk berdagang baik di negeri sendiri atau di negeri 
tertentu.91
Ada beberapa syarat mudharabah yang harus dipenuhi agar secara 
syar’i maupun menurut perikatan sebagai mana yang tertera dalam materi 
perjanjian dapat dijalankan sebagai mana seharusnya, bebarapa syarat 
dimaksud antara lain:
1) Modal:
a). Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, apabila     
modal dengan bentuk barang harus jelas di hargakan dengan 
harga semasa dalam uang beredar.
b). Modal harus dalam bentuk tunai buka piutang.
Modal harus diserahkan kepada mudharib/pengelola, untuk 
memungkinkan melakukan usaha.
2) Keuntungan:
a). Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentasi dari 
keuntungan yang mungkin dihasilkan.
b). Kesepakatan rasio persentasi harus di capai melalui negosiasi 
dan dituangkan dalam kontrak.
c). Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setalah mudharib
mengembalikan seluruh (sebagian) modal kepada shahibul 
maal.92
Yang masuk dalam kategori jenis usaha ini berupa: perdagangan, 
industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain. 
d. Azas-azas perjanjian mudharabah
Azas-azas perjanjian yang dapat dipedomani dalam perjanjian 
mudharabah ini adalah hal-hal yang merupakan syarat dalam perjanjian 
mudharabah, sehingga penjabarannya lebih kepada uraian pelengkap 
tentang syarat yang menjadi dasar diberlakukannya akad mudharabah.
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Lebih lanjut penjabaran azas-azas perjanjian mudharabah  
dimaksud di kutip dari Sutan Remy Sjahdeini  antara lain sebagai berikut:
a. Pada hakekatnya kewajiban utama shahibul maal (pemilik modal) 
menyerahkan modal kepada mudharib (pengelola).
b. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang 
yang cakap bertinak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
c. Shahibul al-mal berkewajiban menyediakan modal untuk membiayai 
proyek usaha, sedangkan Mudharib berkewajiban menyediakan 
keahlian, waktu, pikiran dan upaya untukm mengelola proyek untuk 
memperoleh keuntungan yang seoptimal mungkin.
d. Shahibul al-mal berhak memperoleh kembali investasi dari hasil 
likuidasi usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah itu 
telah diselesaikan oleh mudharib dan jumlah hasil likuidasi 
mudharabah cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.
e. Shahibul al-mal tidak dapat meminta jaminan dari mudharib atas 
pengambilan investasinya.
f. Shahibul al-mal harus menyediakan modal berupa: bentuk uang, 
jelas jumlahnya dan tunai.
g. Keuntungan bersih (net profit) dibagi antara shahibul al-mal dan 
mudharib berdasarkan profit and loss sharing principle.
h. Mudharabah diperjelas batas waktunya.
i. Apabila terjadi kerugian, maka shahibul al-mal kehilangan sebagian 
atau seluruh modalnya, sedangkan Mudharib tidak menerima 
remunerasi (imbalan) apapun untuk kerja dan jerih payahnya.
j. Tanggung jawab Shahibul al-mal terbatas hanya pada jumlah modal 
yang telah ditanamkan.
k. Mudharib tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak 
ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh 
shahibul al-mal.
l. Mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), 
disamping sebagai kuasa dari usaha dari bisnis yang bersangkutan.93
e. Hal-hal Yang Membatalkan Pembiayaan/Berakhirnya Perjanjian 
Mudharabah.
Setiap perikatan atau perjanjian akan berakhir, tetapi berakhirnya 
suatu perikatan tidak dapat di samakan antara bentuk satu dengan bentuk 
yang lainnya. Pada umumnya Mudharabah berakhir apabila telah tercapai 
tujuan dari usaha sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian 
mudharabah, atau karena telah berakhirnya jangka waktu perjanjian 
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mudharabah, atau karena meninggalnya salah satu pihak memberitahukan 
kepada pihak lain mengenai maksud mengakhiri perjanjian.94
Sayid Sabiq memberikan batasan tentang rusaknya akad
mudharabah, antara lain: 
i. Tidak terpenuhinya syarat sahnya. 
ii. Pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagai mana 
mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang 
bertentangan dengan akad.
iii. Pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya.95
4. Tentang Bagi Hasil
Secara detail M. Solahuddin memberikan gambaran pola-pola 
terhadap prinsip bagi hasil untuk pruduk pembiayaan di perbankan 
syari’ah dapat dioperasikan sebagai berikut:
1. Musyarakah adalah kerja sama dalam suatu usaha oleh dua pihak. 
Ketentuan dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut:
a.Semua modal disatukan untuk dijadikan proyek dan dikelola bersama-
sama.
b. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan 
usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
c.Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek masyarakat tidak 
boleh melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Mudharabah adalah kerja sama dimana shahibul maal memberikan dana 
100% kepada Mudharib yang memiliki keahlian. Ketentuan umum yang 
berlaku dalam akad mudharabah adalah: 
a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola 
modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang 
dinyatakan nilainya dalam suatu uang. Apabila modal diserahkan 
secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat
diperhitungkan dengan dua cara: 
     Hasil usaha dibagi secara persetujuan dalam akad.
     Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan,namun 
tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
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3. Mudharabah muqayyadah, pada dasarnya sama dengan pernyataan di atas, 
perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal 
sesuai dengan permintaan pemilik modal.96
Dalam rangka mengerahkan seluruh potensi masyarakat guna 
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk dapat 
meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat yang dapat 
memacu perkembangan perekonomian perbankan Indonesia. Dapat 
disadari karena sistem bagi hasil lebih menjamin penggunaan sumber 
daya dalam perusahaan secara murni unuk kepentingan masyarakat, 
karena bank tidak akan terdorong untuk meminjamkan dana kepada 
usaha besar saja yang punya cukup jaminan, tetapi juga akan mampu
membiayai orang kecil yang mempunyai rencana usaha yang baik, yang 
akan membantu masyarakat dimana bank juga ikut serta meyakinkan.97
Prinsip bagi hasil atau prinsip muamalat berdasarkan syari’ah 
dalam melakukan usaha  Bank (Pasal 2 ayat (1 : 2) PP No. 72 Tahun 
1992) yang digunakan oleh BPR berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:
a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat 
sehubungan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat 
yang dipercayakan kepadanya;
b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan 
penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan 
baik untuk keperluaan investasi maupun modal kerja;
c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya 
yang lazim dilakukan oleh BPR dengan prinsip bagi hasil.
Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, 
pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik 
penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau bentuk bisnis 
korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan 
bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik 
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dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan 
dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang 
menjalankan proyek.
Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional 
antara shohibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua 
pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis Mudharabah, bukan 
untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya 
operasi. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan 
mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan cara 
eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.
Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja 
sama yang baik antara shahibul maal dan mudharib. Kerjasama 
(partnership) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. 
Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis ekonomi Islam adalah qirad
atau Mudharabah. 
Dalam sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak 
menggunakan bunga didasarkan pada pijakan:
a. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan 
kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (QS. 2 : 190); 
Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial 
(QS. 3 : 103, 5 : 3, 9 : 71, 105);
b. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang 
tidak merata (QS. 177 : 6, 25-37 : 89, 17-20 : 107, 1-7);
c. Melindungi kepentingan ekonomi lemah (QS. 4 : 5-10, 74-76, 
89 : 17-26);
d. Membangun organisasi yang berprinsip syariat, sehingga 
terjadi proses yang kuat membantu yang lemah (QS. 43 : 32);
e. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling 
ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak 
mungkin berdiri sendiri (QS. 92 : 8-10, 96 : 6). 
Mekanisme bagi hasil merupakan hal baru dalam kerangka 
mekanisme sistem ekonomi pada umumnya. Sebagai sistem baru 
biasanya memberikan peluang dan tantangan yang cukup berarti. 
Hadirnya sistem bagi hasil tentunya tidak akan memberikan ruang gerak 
bagi sistem bunga.
Dalam sistem ekonomi Islam tingkat bunga yang dibayarkan BMT 
kepada nasabah (deposan) nya diganti dengan persentase atau porsi bagi 
hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh BMT (dari debitur) akan 
digantikan dengan persentase bagi hasil
Jika dalam usaha mengalami resiko, maka dalam konsep bagi hasil 
kedua belah pihak akan bersama-sama menanggung resiko. Disatu pihak 
pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana 
proyek akan mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan 
kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem 
bagi hasil berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal demikian 
menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.
Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. 
Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar 
sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. 
Dalam investasi usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan 
karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya pembungaan 
uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya 
persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya 
modal.
B. Kerangka Berpikir.
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
Pasal 1 Angka 1dan 2 menyebutkan: 
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, 
kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat. 
Dalam menjalankan operasionalnya fungsi Bank Syariah diantaranya 
adalah:
1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun 
dan menyalurkan daa masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam 
bentuk lembaga Baitul Maal, yaitu menerima dana yang berasal 
dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan 
menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.98
Teori tentang penerapan prinsip mudharabah akan menjadi bahasan 
utama, yang di mulai dari prinsip mudharabah dalam Islam dan dilanjutkan 
dengan penerapananya di BMT Tumang Boyolali. Berangkat dari dogma 
agama Islam untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat Islam sangat 
dianjurkan untuk mengembangkan usaha. Sebelum menguraikan lebih lanjut 
tentang mudharabah dan raung lingkupnya perlu ditampilkan ketentuan dalam 
al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275;
َنیِذَّلاَو ٰبِّرلا َنوُلُكأَیاو َلاوُمُوقَی َنِم ُنطْیَّشلا ُھُطَّبَخَتَی ْيِذَّلا ُمُوقَی اَمَك َّلاِا َن
ِّسَملا وٰبِّرلا ُلْثِم ُعْیَبْلا اَمَّنِااوُلاَق مُھَّنَاِب َكِل ٰذ ۗ َمَّرَحَو َعْیَبْلا ُاللها َّلَحَاَو ۘ ا
ٰبِّرلا ْنَمَف ۗ اوآَجِم ٌةَظِعْوَم ُهَءِھِّبَر ْن ُ̃هُرْمَاَو ۗ َفَلَساَم ُھَلَف ىٰٰھَتْناَف   ِاللها ىَلِا
ٰحْصَا َكِئٰلوُاَف َداَع ْنَمَو َّۗنلا ُباَنْوُدِلاٰخ اَھیِف ْمُھ ِۚر۞
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata 
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(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
While the practice of usury, which meant additional illegitimate is 
additional agreed in advance in the akad borrowing money or other goods 
ribawi.99
Di dalam mudharabah hubungan kontrak bukan antara pemberi modal 
melainkan perjanjian di buat antara pengelola modal sekaligus penyedia
modal dengan pengelola usaha (enterpreneur) atau mudharib. Prakteknya 
dalam kontrak mudharabah seorang  mudharib boleh perseorangan, 
perusahaan atau unit ekonomi dengan tujuan melakukan usaha.
Bentuk kontrak tersebut mudharib menjadi trustee atas modal yang 
diterimanya, aplikasi dalam perbankan berada disisi pasiva, Mudharabah
merupakan akad bagi hasil antara nasabah selaku shahib al-mal  dengan bank
selaku mudharib untuk mengelola dana dimaksud. Disisi aktiva mudharabah 
adalah akad pembiayaan bank terhadap usaha atau proyek nasabah dengan 
skema bagi hasil. Pada saat proyek selesai mudharib mengembalikan dana 
yang dipakai modal kepada penyedia dana berikut bagian (porsi) keuntungan 
yang telah disepakati sebelumnya. Jika dalam perjalanan proyek terjadi 
kerugian maka seluruhnya dipikul oleh shahib al-mal. Bank sebagai lembaga 
keuangan dapat menjadi salah satu pihak, mereka juga dapat menajdi 
mudharib dalam hubungan mereka dengan para deposan (shahib al-mal) dan 
dapat juga menjadi penyedia dana dalam hubungan mereka dengan pihak-
pihak yang mereka beri dana.100
Dalam rangka menjalankan fungsinya dengan baik BMT Tumang 
disamping melakukan penerapan mudharabah (bagi hasil) secara konsisten, 
juga diperlukan infrastruktur yang memungkinkan bank dapat berhubungan 
langsung,lebih luas dan baik dengan aktifitas dunia usaha nasabahnya. 
Mengingat keterbatasan jaringan kantor dan pelayanan, sebagai partner
                                                
99 http://www.islam-economy.blogspot.com/2009/.../auction-and-bidding-law.html
akses tanggal 9 Februari 2010
100 Zaenal arifin, Memahami Bank Syariah, Peluang, Tantangan dan Prospek , Jakarta, 
alvacert, hal.3.
bank syari’ah dalam hal ini menggunakan BMT (baitul mal wattamwil) 
sebagai kepanjangan jaringan kerja (network) dari bank itu sendiri.
Pelaksanaan mudharabah sendiri harus melalui akad perjanjian yang 
di susun bersama dan ditetapkan bersama pula antara penyedia dana dan 
pengelola usaha/proyek,pelaksanaan perjanjian itu sendiri tidak boleh 
terlepas dari ketentuan syar’i sebagai landasan utamanya, perjanjian 
dimaksud menurut syari’ah biasa di sebut dengan akad.
Apakah akad yang dibuat telah sesuai atau bertabrakan dengan 
ketentuan syari’ah, perlu dikaji dari berbagai segi baik syarat dan rukun 
terjadinya akad itu sendiri. Jangan sampai akad yang di buat hanya berlebel 
syari’ah tetapi prakteknya justru konvensional bahkan melebihi.
Perikatan berbeda dengan perjanjian, kajian perikatan lebih mengarah 
pada konsep pelaksanaan sedangkan perjanjian cakupannya lebih luas karena 
menyangkut proses dan mengatur subyek-subyek hukumnya. Sehingga 
penerapan perikatan (akad) dengan perjanjian harus di bedakan 
pemahamannya agar tidak bias.
Dalam kajian KUHPerdata tidak dikenal ijab dan kabul melainkan 
dengan di tanda tangani perjanjian yang sesuai aturan hukum dan terpenuhi 
syarat  secara formil dan materiil perjanjian dapat dilaksanakan, sedangkan 
dalam akad yang menjadi titik tumpu adalah serah terima (ijab qabul). 
Jumhur  ulama’ mengartikan akad adalah : pertalian antara ijab dan kabul 
yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat  hukum terhadap 
obyeknya. Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan 
akad.101
Bentuk perikatan dalam Islam adalah akad, akad sendiri dalam Al-
Qur’an setidaknya ada 2 (dua) istilah yang lazim difahami yaitu yang 
berhubungan dengan perjanjian, istilah tersebut adalah  Al-‘aqdu (akad) dan 
al-‘ahdu (janji).
                                                
101Wirdaningsih, dkk,  Op, cit., hal. : 93.
Istilah akad  adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut 
juga Tasharruf artinya segala sesuatu perbuatan yang bersumber dari 
kehendak seseorang dan syara’ menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum 
(hak dan kewajiban).102
Titik tolak yang paling utama dalam perikatan Islam adalah adanya 
perpaduan antara ijab (penawaran) dengan kabul ( penerimaan) yang disertai 
keridloan (kerelaan) dari kedua belah pihak, sehingga dalam akad 
perikatan/perjanjian dalam Islam bukan hanya sekedar mengadakan kontrak 
antara kedua belah pihak yang bertransaksi,akan tetapi berkaitan erat dengan 
hukum Islam.103
Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Hukum Islam 
dan KUHPerdata adalah tahap perjanjiannya. Pada Hukum Perikatan Islam, 
janji pihak pertama terpisah dari janji pada pihak kedua (merupakan dua 
tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan KUHPerdata, perjanjian 
antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian 
menimbulkan perikatan diantara mereka. 
Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan 
kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu:
1. Jala’ul ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu 
jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
2. Tawafud, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; 
3. Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak 
para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa. 
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4). Perbuatan.104
Dalam pembiayaan mudharabah sering ditemukan resiko yang harus 
diwaspadai antara lain side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu 
bukan seperti yang disebut dalam akad, nasabah melakukan kelalaian serta 
kesalahan yang disengaja dan nasabah tidak transparan dalam melaporkan 
kegiatan usahanya kepada Lembaga Keuangan Syariah. Dengan adanya 
kekhawatiran tersebut diatas Lembaga Keuangan Syariah dalam syarat 
pembiayaan mudharabah meminta adanya jaminan untuk mengurangi resiko 
meskipun pembiayaan dapat dilakukan tanpa adanya penyerahan jaminan. 
Terhadap terjadinya pelanggaran perjanjian dalam akad mudharabah
penyelesaian dilakukan secara musyawarah kekeluargaan atau jalur hukum. 
Dari uraian di atas dapat di gambarkan melalui peta konsep skema 
sebagai berikut:
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Salah satu faktor penting untuk memberi arahan dan pedoman dalam 
memahami sutau  obyek penelitian sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik 
dan lancar sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. Dengan adanya metode 
penelitian diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil yang berbobot dan bernilai 
sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan suatu 
cara untuk memecahkan suatu  masalah yang ada dengan mengumpulkan, 
menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data.
Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara 
sistematis, metodologis dan konsisten.
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian hukum, metode yang digunakan tergantung pada konsep 
apa yang dimaksud dengan hukum. Ada lima konsep hukum menurut Soetandyo 
Wignyosoebroto (dalam Setiono) yaitu:
a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku 
universal;
b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 
hukum nasional;
c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto dan 
tersistematisasi sebagai  jugde made law;
d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik;
e. Hukum adalah manisfestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi antara mereka.105
Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan yaitu doktrinal (normatif) 
dan non-doktrinal (empiris). Hal ini disebabkan karena dalam penelitian, hukum tidak 
hanya diartikan atau dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 
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yang mengatur kehidupan masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan 
proses yang mewujudkan berlakunya. Jadi pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan sosiolegal yaitu yang memandang hukum bukan saja 
sebagai perangkat kaidah yang bersifat normative atau apa yang menjadi teks 
Undang-Undang (law in book) akan tetapi juga melihat bagaimana hukum 
berinteraksi dengan masyarakat (law in action). 
Menurut Satjipto Rahardjo, secara sosiologis dapat dilihat dari adanya dua 
fungsi utama hukum, yaitu:
a. Social Control (kontrol sosial)
Social control adalah merupakan fungsi hukum yang mempengaruhi warga 
masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang digariskan sebagai 
aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. 
Termasuk dalam lingkup sosial kontrol ini adalah: 
1). Perbuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan 
maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.
2). Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat.
3). Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal 
terjadi perubahan-perubahan sosial.
b. Social Engineering (rekayasa sosial)
Penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau 
keadaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh pembuat hukum. Berbeda 
dengan fungsi kontrol sosial yang lebih praktik, yaitu untuk kepentingan 
waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari hukum lebih mengarah 
pada pembahasan sikap dan perilaku masyarakat dimasa mendatang sesuai 
dengan keinginan pembuat Undang-Undang. Perubahan-perubahan yang 
dikehendaki itu apabila berhasil pad akhirnya akan melembaga sebagai pola-
pola tingkah laku yang baru di masyarakat.106
Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat adalah prinsip-prinsip 
perjanjian akad mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Tumang 
Boyolali, faktor-faktor penyebab ingkar janji dan praktek penyelesaiannya, maka 
diharapkan akan diperoleh pemahaman yang integral dari aspek hukum baik hukum 
Islam maupun hukum nasional.
2. Lokasi Penelitian
Yang menjadi obyek lokasi penelitian adalah Lembaga Keuangan Syariah 
BMT Tumang Boyolali dalam hal menjalankan prinsip-prinsip Mudharabah telah 
sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Pemilihan lokasi ini berdasarkan: pertama, 
penduduk Kabupaten Boyolali mayoritas beragama Islam; kedua, BMT Tumang 
Boyolali merupakan Lembaga Keuangan yang menerapkan prinsip syariah
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3. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis data dari sumber yang berbeda:
a. Data Primer
Data primer ini diperoleh melelui wawancara dengan responden yang 
terlibat dalam pengelolaan BMT Tumang Boyolali, yaitu Adip Zuhaeri, S.Sos., 
M.SI. (Manager Utama), Haris Darmawan (Manager Operasional), Yusuf 
Shokhifudin Ardiansyah (Marketing), Fauziyatul Aliyah S.Psi. (Marketing), Evy 
Fajar  Ihtiary (Teller).
b. Data sekunder
Di dalam penelitian hukum data sekunder mencakup bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.107 Data sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,108 yaitu:
a) Al-Qur’an, Al-Hadits dan sumber hukum Islam lainnya.
b) Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
c) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah.
d) Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 Tentang 
BPRS
e) Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubunganya 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 
memahami bahan hukum primer yaitu buku-buku hukum seperti 
Fatwa Dewan Syariah Nasional, hukum perbankan, hukum 
perbankan syariah, hukum ekonomi, hasil penelitian, jurnal ilmiah 
dan artikel-artikel.
                                                
107 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal:13.
108 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, hal: 52.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 
informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-
kamus dan ensiklopedi.
4. Teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan 
wawancara. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara sitematis dengan 
mendatangi lokasi penelitian sedangkan wawancara (interview) dengan 
melakukan proses tanya jawab untuk memperoleh keterangan secara lisan, 
sehingga responden dapat menjawab sesuai dengan permasalahan yang 
diajukan. Sedang data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan 
(library research) dengan mengadakan penelusuran terhadap dokumen-
dokumen dari berbagai bahan hukum tentang prinsip-prinsip perjanjian akad 
mudharabah dengan cara membuat catatan-catatan lalu memberikan 
penjelasan atas hasil penelusuran bahan-bahan tersebut. Dan dilakukan dengan 
tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Pada tahap orientasi awal, di samping akan dilakukan studi 
kepustakaan yang dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan 
perundang-undangan, buku-buku dan literatur lain sebagai sumber 
data sekunder yang berkaitan dengan fokus permasalahan, juga akan 
dilakukan observasi. Cara ini dilakukan untuk memperoleh 
gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa 
yang tercakup didalam fokus permasalahan yang akan diteliti.
b. Pada tahap orientasi terfokus akan dilakukan, wawancara secara 
intensif dan mendalam terhadap para informan, dengan cara 
wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperleh 
informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum 
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
c. Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
5. Analisa data.
Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian 
ini analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif terdiri dari 
pokok analisis data yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) 
dan penarikan kesimpulan (data conclusion).
a. Reduksi data (data reduction)
Berupa membuat singkatan, coding, memusatkan tema, membuat batas-
batas permaslahan. Proses ini berlangsung sampai dengan laporan 
penelitian selesai ditulis. Reduksi data merupakan bagian dari analisis 
yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus sehingga  kesimpulan 
akhir dapat dilakukan.
b. Penyajian data (data display)
Suatu rakitan organisasi informsi yang memngkinkan kesimpulan riset 
dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan 
mengerti apa yang terjadi dalam bentuk utuh.
c. Penarikan kesimpulan (data conclusion)
Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti 
dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-
peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang 
mugkin, arahan sebab akibat, dan proposisi-proposisi peneliti yang
kompeten memegang berbagai hal tersebut tidak secara kuat, artinya 
bersikap terbuka.
Tiga komponen analisis berlaku saling menjalin, baik sebelum,  pada waktu 
dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara pararel, merupakan analisis 
mengalir.109
                                                






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Tinjauan Umum Tentang Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang
Boyolali
Hadirnya Undang-Undang No 1 tahun 1992 tentang Perbankan 
yang disempurnakan menjadi Undang-Undang No 10 tahun 1998 dan 
Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang 
Perbankan Syari’ah, sangat terbuka peluang untuk mendirikan lembaga 
keuangan syari’ah sebagai lembaga alternatif bagi ummat Islam dalam 
bidang bisnis yang islami berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis. Peluang 
ini dibaca dan di manfaatkan oleh para anggota ICMI (Ikatan 
Cendekiawan Muslim Indonesia) Cepogo, Boyolali dengan berinisiatif 
untuk mendirikan lembaga keuangan syari’ah di Cepogo, Boyolali.
Munculnya gagasan ini berawal  dari pemikiran anggota ICMI yang 
mayoritas menjadi pemegang saham BMT Tumang Boyolali bermaksud 
ingin mambantu perekonomian pengusaha muslim dengan 
memperdayakan potensi sumber daya secara maksimal yang selama ini 
belum tergali dalam wadah yang sejalan dengan sistem ekonomi Islam.
Latar belakang lain lahirnya Lembaga Keuangan Syari’ah 
tersebut merupakan jawaban dari sikap keragu-raguan sebagian 
masyarakat muslim Boyolali terhadap sistem bunga yang diterapkan 
sistem perbankan konvensional. Dengan berbagai alasan kemudian ICMI
berusaha untuk mewujudkan Lembaga Keuangan Syari’ah di Boyolali
pada tanggal 30 September 1998 diresmikan dengan nama KSU 
(Koperasi Serba Usaha) BMT Tumang, Cepogo, Boyolali tetapi secara 
efektif beroperasi pada tanggal 1 Oktober 1998 yang beroperasi di Jl. 
Boyolali – Magelang Km. 10 Cepogo, Boyolali. Proses berikutnya 
kemudian mengajukan permohonan izin kepada Kantor Departemen 
Koperasi dengan surat nomor: 09/KSU/BMT/TMG/Cpg/III tanggal 01 
April 1999. Permohonan tersebut ada jawaban dari Kepala Kantor
Departemen Koperasi Kabupaten Boyolali tanggal 10 April 1999 dengan 
nomor izin Badan Hukum: 242/BH/KDK.11.25/IV/1999
Sebagai Lembaga Keuangan Syari’ah pertama di Boyolali BMT 
Tumang mengemban misi untuk berperan dalam pembangunan ekonomi  
masyarakat, terutama pengusaha muslim Boyolali melalui 
pengembangan lembaga keuangan syari’ah dengan memberikan 
keuntungan yang wajar bagi pemegang saham, pertumbuhan yang 
optimal, kontribusi yang positif kepada ummat Islam dan meningkatkan 
mutu kehidupan. Adapun visi yang dikembangkan adalah menjadi 
lembaga keuangan syari’ah yang mandiri untuk kesejahteraan 
masyarakat.
Dalam rangka memberikan layanan jasa perbankan sesuai 
dengan misi dan visi yang dikembangkan, BMT Tumang memiliki 
organisasi dan kepengurusan yang baku.
Sebagai sebuah lembaga keuangan syari’ah, BMT Tumang dalam 
operasionalnya menerapkan sistem kerja sesuai dengan syari’ah yaitu :
110
1. Prinsip bagi hasil.
Kepada pemilik dana yang menyimpan uangnya di BMT setiap  
bulannya akan diberikan hasil keuntungan dengan nisbah atau 
pembagian sesuai kesepakatan bersama antara BMT dan nasabah. 
Besarnya nominal bagi hasil yang diterima nasabah pada setiap 
bulannya akan berubah-ubah sesuai keuntungan yang diterima oleh 
BMT. Prinsip ini diterapkan dalam Mudharabah dan musyarakah.
2. Prinsip jual beli.
Pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan 
akad jual beli, sehingga tidak akan terpengaruh oleh kondisi 
ekonomi, kenaikan suku  bunga maupun kenaikan harga barang atau 
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inflasi. Prinsip jual beli ini diterapkan dalam Mudharabah dan 
ijarah.
3. Prinsip pelayanan.
Pelayanan yang islami disertai kemudahan, kecepatan, aman dan 
benar, didalam hal-hal tertentu dimungkinkan setoran maupun 
panarikan tabungan dilayani ketempat nasabah. Pelayanan informasi 
saldo tabungan maupun pembiayaan atau kridit dapat dilakukan 
lewat telepon.
Produk yang ditawarkan terdiri dari dua macam yaitu simpanan dan 
pmbiayaan.111 Produk simpanan itu sendiri terdiri:
a. Deposito Mudharabah.
Yaitu simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
setelah jatuh tempo yang disepakati oleh nasabah dan BMT. Jangka 
waktu dapat 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan, dengan 
nisbah bagi hasil dapat dibayarkan setiap bulan atau pada jatuh 
tempo.
b. Tabungan Mudharabah.
Jenis tabungan ini diperuntukkan untuk masyarakat umum dengan 
nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan misalnya 50% : 50% dan dana 
diambil setiap saat sesuai dengan ketentuan.
c. Wadi’ah.
Yaitu suatu titipan nasabah kepada BMT yang dapat diambil sesuai 
ketentuan dan kepada nasabah tidak diberikan nisbah. Hanya saja 
pada setiap akhir tahun diberikan bonus atau hadiah.
Simpanan Wadi’ah ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
i. Tabungan qurban.
Merupakan tabungan bagi ummat Islam dalam mempersiapkan diri 
menuaikan ibadah qurban. Dalam hal ini BMT bersedia 
menyediakan hewan qurban dan menyalurkannya kepada mustahiq
(yang berhak).
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ii.Tabungan Haji.
Tabungan bagi ummat islam dalam mempersiapkan diri 
menunaikan ibadah haji, penarikan tabungan ini hanya dapat 
dilakukan pada saat pelaksanaan ibadah haji.
iii. Tabungan Inshada.
Dana dari ummat yang berniat memberikan infaq dan amal sadaqah. 
Dana akan disalurkan untuk pembiayaan al-qard al-hasan atau kepada 
fakir miskin dan yatim piatu.
iv. Hibah.
Dana pemberian dari masyarakat kepada pihak BMT yang 
disalurkan untuk pembiayaan al-qard al-hasan yang bersifat 
kebajikan dan tidak memperoleh nisbah.
Produk-produk pembiayaan terdiri dari:
i. Pembiayaan Mudharabah.
Dalam hal ini BMT membiayai proyek nasabah dengan 
menyediakan modal keseluruhan kemudian nasabah sebagai
pengelola proyek sepenuhnya. Pembiayaan ini dengan akad bagi 
hasil dan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh BMT secara 
keseluruhan, kecuali apa bila hal itu disebabkan oleh kelalaian 
nasabah. BMT disini hanya bertindak sebagai pengawas.
ii. Pembiayaan murabahah
Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana 
BMT membelikan barang-barang  pesanan nasabah dengan harga 
tertentu kepada suplier secara tunai, kemudian nasabah membayar harga 
beli tersebut dengan sistem angsuran sesuai dengan harga beli BMT
ditambah margin dari nasabah.
iii. Pembiayaan Bai’ Bi’saman ‘Ajil (BBA)
BMT membiayai pembelian aset dan menjual kembali dengan 
harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan dengan sistem 
pembayaran diangsur. Adapun obyek barang adalah barang 
produksi yang jangka pembayarannya maksimal 3 tahun.
iv. Pembiayaan al-qard al-hasan
Jenis pembiayaan ini untuk tujuan membantu pedagang kecil yang 
kurang mampu dan bersifat sosial. Nasabah tidak diwajibkan untuk 
memberi tambahan pembayaran karena yang dibayarkan kembali hanya 
pokoknya saja. Tetapi kepada nasabah hanya dibebani biaya 
administrasi.
2. Pola Pembiayaan
BMT juga memiliki produk berupa penghimpunan dana dari 
masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Sesuai pasal 3 
akte pendirian BMT Tumang, maksud didirikannya lembaga ini 
menjalankan usaha BMT yang semata-mata beroperasi dengan sistem 
bagi hasil baik terhadap debitur maupun kepada kreditur berdasarkan 
prinsip syari’ah.
Praktek penghimpunan dana menerapkan prinsip Mudharabah
dalam produk deposito dan tabungan Mudharabah (TABAH) sedangkan 
dari sisi pembiayaan Mudharabah diterapkan dalam pembiayaan ritail
dan pembiayaan Mudharabah.
Prosedur Operasional Pembiayaan.
Pada dasarnya pola operasional pembiayaan ritail dan
Mudharabah adalah sama, sedangkan perbedaan yang mendasar adalah:
a. Bahwa pembiyaan Ritail untuk tujuan penambahan modal usaha dan 
pedagang kecil, sehingga jumlah maksimal pembayaran yang diberikan 
adalah Rp. 2.000.000,00 dan pembayaran dilakukan secara harian atau 
mingguan.
b. Dalam pembiayaan Mudharabah BMT bertindak sebagai pemilik modal 
yang menyediakan 100% modal dan nasabah (pengusaha) menyediakan 
100% tenaga dan skill dengan nisbah atau presentasi keuntungan dibagi 
berdasarkan kesepakatan pada saat realisasi pembiayaan.  Apa bila terjadi 
resiko BMT kehilangan modal dan nasabah kehilangan menegemen dan 
tenaga.112 Selama kurun waktu satu tahun pertama BMT Tumang telah
menyalurkan modal untuk pembiayaan Mudharabah bagi sektor 
perdagangan, jasa pertanian, peternakan dan lain-lain.
Secara umum prosedur operasional pembiayaan Mudharabah
dibagi dalam tiga tahap.113
Tahap Pengajuan
a. Calon nasabah menghubungi petugas BMT pada hari atau jam kerja untuk 
mendaftar dan diadakan wawancara pendahuluan secara singkat. Apa bila 
kesimpulannya layak untuk dilayani maka didaftar.
b. Calon nasabah mengisi formulir pendaftaran (Surat Keterangan 
Permohonan Pembiayaan) atau minta bantuan petugas BMT.
c. Formulir tersebut terdiri dari data permohonan (nama pemohon, nama istri 
atau suami, alamat, nomor telepon, pekerjaan, nama dan alamat penjamin 
dan hubungan dengan penjamin) dan data permohonan pembiayaan 
(jumlah yang diperlukan, jangka waktu, tujuan pembiayaan, status nasabah 
(lama atau baru) dan jaminan). Perlengkapan lain yang harus dipenuhi 
adalah: Foto copy KTP, yang telah menikah Foto copy Kutipan akte nikah, 
kartu Keluarga, bagi bentuk usaha dilampiri SIUP, NPWP, bukti jaminan 
dan perincian gaji pegawai yang berpenghasilan tetap.
Tahap Proses
a. Formulir pendaftaran dimasukkan dalam regester untuk mendapatkan 
nomor urut dan selanjutnya diajukan kepada manager untuk mendapatkan 
disposisi, apakah perlu diberikan petugas lapangan apa langsung ditolak.
b. Selanjutnya formulir pendaftaran diserahkan kepada petugas lapangan 
untuk diadakan pemeriksaan atas usahanya, keadaan jaminan maupun 
penentuan bagi hasil  atau nisbah.
c. Petugas lapangan mengadakan analisa yang meliputi charakter calon 
debitur, capasity (usahanya), capital (permodalannya), condition (keadaan 
usaha dan prospeknya) serta collateral (jaminan pokok dan tambahan. 
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113 Dikutip dari Kumpulan Arsip BMT Tumang Boyolali Tentang Tata Cara 
Penyelesaian Permohonan Pembiayaan.
Khusus untuk jaminan nilai likuiditas minimal 120% dari jumlah 
pembiayaan.114 Dan pembagian bagi hasil atau nisbah yang akan 
diserahkan kepada BMT sesuai kesepakatan.
d. Bilamana memenuhi persyaratan secara teknis petugas lapangan membuat 
usulan kepada manager atau pejabat yang berwenang untuk mendapatkan 
keputusan. Usulan tersebut dituangkan dalam lembar usul pemeriksa yang 
memuat data tentang besar dan tujuan pembiayaan, jangka waktu 
pembayaran kembali pokok (perminggu atau perbulan, nisbah bagi hasil, 
jumlah angsuran), syarat-syarat pembiayaan (biaya administrasi dana 
tabarru’/sosial, biaya asuransi jiwa, bukti kepemilikan, jaminan yang 
ditahan di BMT), nilai jaminan, pengikatan jaminan dan lain-lain 
(peminjam, legalisasi notaris dan membuka rekening tabungan). 
Biaya pembiayaan administrasi yang akan dibebankan kepada 
debitur tidak dibedakan antara besar dan kecilnya pembiayaan yang 
diberikan semuanya biaya administrasi adalah Rp. 15.000,00.
Untuk dana tabarru’/sosial telah ditetapkan oleh BMT besar kecilnya
yang sangat bervariasi, sesuai dengan jangka waktu dan besar kecilnya dari 
pembiayaan yang diberikan.
Keputusan manager atau pejabat yang berwenang dituangkan dalam 
putusan pembiayaan yang memuat data tentang persetujuan jumlah 
pembiayaan yang diberikan, rencana penggunaan, jangka waktu, angsuran
pokok, nisbah bagi hasil, syarat-syarat tambahan selain usul dari petugas 
lapangan. Kewenangan untuk memutuskan permintaan pembiayaan 
didasarkan pada jumlah pembiayaan yang akan disetujui, dengan klasifikasi 
sebagai berikut:
1). Rp. 0,00 – Rp 25.000.000,00 minimum pejabat yang harus ada 
adalah komite pembiayaan cabang dan manager.
2). Rp 25.000.000,00 – Rp 50.000.000,00 adalah komite pembiayaan 
cabang dan manager cabang dengan persetujuan manager 
operasional.
3). Rp. 50.000.000,00 – Rp. 100.000.000,00 adalah komite pembiayaan 
cabang dan manager cabang dengan persetujuan manager utama.
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4). Diatas Rp. 100.000.000,00 adalah komite pembiayaan cabang dan 
manager cabang dengan persetujuan manager utama dan pengurus 
BMT.
Tahap Realisasi
Atas dasar keputusan pejabat yang berwenang kemudian  petugas 
administrasi pembiayaan mempersiapkan keputusan untuk realisasi, termasuk 
membuat surat pemberitahuan putusan pembiayaan kepada calon debitur, yang 
dituangkan dalam lembar akad Mudharabah termasuk didalamnya dimuat 
nama dan alamat debitur, tujuan penggunaan, jangka waktu, nisbah bagi hasil, 
jumlah dan sistem angsuran.
Langkah-langkahnya secara tahapan dapat difahami sebagai berikut:
a. Debitur menanda tangani surat perjanjian pembiayaan Mudharabah berikut 
penyerahan dan pengikatan jaminan yang selanjutnya dibawa kenotaris 
yang ditunjuk untuk legalisir.
b. Bukti penerimaan dan kartu-kartu nasabah baik pembayaran maupun 
simpanan diserahkan kapada teller untuk direalisir.
c. Selanjutnya berkas pembiyaan disusun rapi untuk disimpan diarsip berkas 
pembiayaan.
Cara menghitung Nisbah bagi hasil untuk pembiayaan.
Penentuan nisbah Bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
antara calon nasabah dan petugas lapangan yang menangani masalah 
tersebut, dalam hal ini petugas menanyakan seberapa besar bagi hasil 
yang akan diberikan oleh calon nasabah kepada BMT setiap bulannya 
berdasarkan keuntungan yang dihasilkan calon nasabah dari usaha yang 
dikelolanya.
Besarnya bagi hasil tersebut telah memenuhi standar yang 
ditetapkan BMT yaitu minimal tidak kurang dari standar LR (Leanding 
Rate) pada bulan yang bersangkutan,maka terjadilah kesepakatan nisbah 
bagi hasil dari pembiayaan yang diajukan calon nasabah, tatapi jika 
belum memenuhi standar LR petugas meminta kepada calon nasabah 
untuk menaikkan sehingga terjadi tawar menawar untuk menghasilkan 
sebuah kesepakatan.
Besarnya LR itu sendiri berbeda tiap bulannya dengan 
berdasarkan rumus pada:
COF ~ Cost of Fund ( biaya dana yaitu nisbah bagi hasil yang 
diberikan kepada para penabung dan deposan).
OHC ~  Overhead Cost (biaya operasional yaitu untuk biaya tenaga 
kerja ,sewa kantor ,pemeliharaan dan perbaikan aktiva
,penyusutan aktiva, barang,jasa dan lain sebagainya).
RISK ~ Resiko (biaya penghapusan pembiayaan yang dikeluarkan 
untuk melunasi tunggakan pembiayaan).
SPREAD ~ Keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan.
Contoh:
Pembiayaan kepada A dibulan Februari 2008 oleh BMT Tumang
sebesar Rp.5.000.000,00 dengan prinsip Mudharabah dalam jangka 
waktu 10 bulan, berdasarkan leanding rate yang ditetapkan sebesar 
2,1%, maka bagi hasil yang diserahkan A kepada BMT termasuk bagi 
hasil nisbahnya Rp. 605.000,00 dengan perincian Rp. 500.000,00 
angsuran pokok dan  Rp.105.000,00 sebagai pemberian nisbah bagi 
hasil. 115
3. Prosedur Operasional Simpanan
Produk simpanan yang ditawarkan BMT Tumang dengan prinsip 
Mudharabah adalah Tabungan Mudharabah (tabah) dan deposito 
Mudharabah. Pada saat BMT Tumang bertindak sebagai Mudharib
(pengelola modal) dan deposan sebagai sahib al-mal (pemilik modal)
memiliki peran dan porsi masing-masing. BMT Tumang sebagai 
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Shokhifudin Ardyansyah, ST Marketing BMT Tumang 24 Desember 2009.
LR=COF + OHC+ RISK + SPREAD
Mudharib akan membagikan keuntungan kepada sahib al-mal sesuai 
dengan nisbah (persentasi) yang telah disetujui bersama antara BMT dan 
nasabah.
Ketentuan umum tabungan Mudharabah adalah116:
a. Setoran pertama nominal Rp.27.000,00 dengan perincian:
1). Simpanan khusus dan wajib = Rp. 15.000,00
2). Simpanan sukarela = Rp. 10.000,000
3). Biaya administrasi = Rp.   2.000,00
dan setoran berikutnya minimal Rp. 1.000,00.
b. Tabungan dimasukkan kelompok pasif, apabila saldo minimal kurang dari 
Rp. 10.000,00. Tabungan pasif tidak dikenakan biaya administrasi.
c. Tabungan pasif dikenakan biaya administrasi Rp. 2.500,00 setiap semester.
Posedur Pembukuan Tabungan Mudharabah:
a. Deskman (karyawan pelayanan nasabah) menjelaskan kepada calon 
penabung, tentang syarat-syarat umum tabungan, seperti setoran awal,
saldo minimal, jumlah setoran dan lain-lain.
b. Calon penabung menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku.
c. Deskman melakukan pembukuan nomor rekening tabungan dan membuat 
kartu tanda tangan yang berisi data tentang nama, alamat no.KTP,
pekerjaan dan di minta kepada nasabah untuk menanda tangani pada 
tempat yang tersedia. Kartu diserahkan kepada manager untuk 
memperoleh persetujuan dan selanjutnya disimpan di BMT sebagai arsip.
d. Deskman membuat kartu simpanan atas nama penabung yang 
bersangkutan untuk disimpan di BMT sebagai arsip dan juga membuat 
buku tabungan Mudharabah (TABAH) yang akan diserahkan kepada 
nasabah dan minta kepadanya untuk membubuhkan tanda tangan pada 
tempat yang ada dibuku tabungan.
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e. Deskman meyakinkan bahwa tanda tangan penabung tersebut sama 
dengan yang tercantum dalam kartu identitas dan kartu contoh tanda 
tangan.
Ketentuan umum Deposito mudharabah  adalah:117
a. Deposan akan memerima bilyet yang akan berfungsi sebagai perjanjian 
dan atau tanda terima uang.
b. Bilyet deposito tidak dapat dipindah tangankan atas nama orang lain dan 
atau badan sebelum habis jangka waktu penyimpanannya.
c. Pembayaran kembali pokok simpanan deposito dan atau pembayaran 
keuntungan dari padanya hanya berlaku bagi penyimpan yang namanya 
tercantum dalam bilyet, terkecuali apabila dengan surat kuasa yang sah 
dan bermetrai cukup.
d. Penganbilan simpanan pokok deposito hanya dapat dilakukan pada akhir 
jangka waktu yang telah disepakati dengan syarat :
1). Penyimpan menyerahkan kembali kepada BMT, bilyet deposito asli.
2). Menandatangani bukti pencairan pada bilyet deposito asli.
e. Keuntungan deposito dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal jatuh 
temponya.
f. Jika dalam waktu 14 hari tidak ada pemberitahuan maka deposito ini 
akan diperpanjang secara otomatis.
g. Apabila deposan meninggal dunia, uang simpanan akan dibayarkan 
kepada ahli warisnya. 118
Prosedur Pembukuan Deposito Mudharabah
a. Calon deposan menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku.
b. Teller mengisi aplikasi deposito yang memuat data tentang nama, alamat,
valuta, tanggal jatuh tempo, pengambilan keuntungan (diambil tunai tiap 
bulan atau saat jatuh tempo) pengambilan pokok ketika jatuh tempo 
(diambil tunai atau automatic roll over) dan nisbah bagi hasil.
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118 Wawancara dengan Fauziyatul Aliyah S.Psi (Marketing), tanggal 24 Desember 2009 
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c. Melakukan pembukuan nomor rekening pada lembar kontrak yang 
sesuai.
d. Teller menyerahkan aplikasi deposito kepada manager untuk diperiksa 
dan disetujui.
e. Nasabah menerima bilyet deposito Mudharabah yang merupakan bukti 
kontrak deposito. 119
4. Tata cara penghitungan bagi hasil tabungan dan deposito Mudharabah
Besarnya nominal bagi hasil yang diterima nasabah setiap 
bulannya akan berubah-ubah sesuai keuntungan yang diterima BMT. 
Adapun perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat 
dilaksanakan secara konsisten, maka ditetapkan pedoman penghitungan 
sebagai berikut:120
a. Sumber dana yang diinvestasikan merupakan dana riil yang boleh 
dipinjamkan (Loannable Fund). Sedangkan dana yang tidak boleh 
dipinjamkan disimpan sebagai dana likuiditas atau dana cadangan (RR atau 
Reserve Reqiurtmen).
Dengan ketentuan:
Penemuan LF didasarkan pada kebijakan BMT yang bersangkutan dalam 
hal ini BMT Tumang yang menentukan LF sebagai berikut:
Deposito Mudharabah dan tabungan mudharabah dana cadangan  atau 
Reserve Reqiurtmen (RR) rata-rata 15% sedang tabungan wadiah dan 
tabungan haji dana dipinjamkan semuanya atau Loannable Fund (LF) 
100%
b. Sumber pendapatan yang di bagi :
1). Margin.
2). Komisi atau provisi.
3). Penempatan di BMT lain.
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Dana = LF + RR
c. Pendapatan yang dibagi dialokasikan kepada semua sumber dana secara 
profesional sesuai saldo rata-rata harian setiap bulan setelah dikalikan 
dengan bobot masing-masing.
d. Semua biaya operasional ditanggung oleh BMT termasuk provisi yang 
untuk resiko pembiayaan.
e. Pendapatan yang dibagi merupakan perbandingan antara rata-rata sumber 
dana (dana efektif) di bagi rata-rata saldo pembiayaan dikalikan pendapatan 
setiap akhir bulan:
Dana efektif : Pembiayaan x   pendapatan 
f. Profit sharing ratio (Nisbah) yang berlaku adalah:
1). Deposito Mudharabah dan tabungan Mudharabah semua nya  
berlaku sama yaitu: nasabah 30% BMT 70%
2). Tabungan wadi’ah: bonus.
5. Prinsip-Prinsip Akad Mudharabah di BMT Tumang Boyolali
Dalam Mudharabah yang dibagihasilkan adalah pendapatan. Pendapatan 
terkecil adalah nol (0). Maka yang dimaksud dengan kerugian dalam 
Mudharabah adalah ketidak mampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok 
senilai pembiayaan yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh cicilan lebih 
kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya.
Terjadinya hal demikian, kerugian ditanggung oleh BMT Tumang, 
kecuali akibat:
a. Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati.
b. Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.
Karena hasil dari Mudharabah belum dapat dipastikan 
sebagaimana dalam jual-beli atau laba tijaroh, maka perlu diperhatikan 
hal-hal: 
a. Dituntut adanya nasabah yang sejujurnya, disamping kemampuan 
atau keahlian dalam usahanya. Untuk itu perlu diantisipasi, dalam 
akad perjanjian;
b. Hasil yang dapat diterimanya tersebut harus diproyeksikan lebih 
dahulu, sesuai dengan kewajarannya, seperti dengan nisbah bagi 
hasil, Proyeksi profit/margin keuntungan BMT, misalnya 
setara/seukuran dengan prosentase pendapatan aktual yang efektif 
ataupun prosentase rata-rata dan lain-lain. Proyeksi inilah yang 
dijadikan ukuran atau dasar perhitungan untuk menghitung 
Aktualisasi hasilnya;
c. Pokok-pokok perhitungan Mudharabah
Jika diperhitungkan adalah hasil neto, ditentukan nisbah bagi hasil 
masing-masing, kemudian baru rencana pembayaran kembali 
modal Mudharabah.
Contoh: 
Mudharabah ternak qurban sebesar Rp. 10.000.000,00 pada 1 
Zulkaidah dengan nisbah 30 : 70 (BMT : nasabah). Rencana 
pengembalian modal sekaligus tanggal 1 Muharram. Ternyata 
aktualisasi hasil yang ada diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000,00 
perhitungannya:
Nisbah 30 : 70 Aktualisasi hasil Rp. 300.000,. Keuntungan 
nasabah Rp. 700.000,00 Pembayaran ke BMT tanggal 1 Muharram = 
Rp. 10.300.000,00
Jika yang diperhitungkan hasil:
Untuk mengetahui hasil yang diterima oleh BMT maupun 
nasabah, maka digunakan rumus sebagai berikut: 
S = P + A.
  Dimana S  : setoran nasabah ke BMT Tumang
P  : Profit (keuntungan yang diperhitungkan) dalam 
setoran ke   BMT tersebut. 
A : Angsuran      atau      cicilan      pokok     modal
Mudharabah.
Untuk menghitung hasil akhir dari permintaan, bahwa jika 
yang diperhitungkan adalah hasil dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, 
yaitu:
1. Dengan sistem  rata-rata;
2. Dengan sistem efektif.
Melalui 2 (dua) ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Dengan Sistem Rata-rata.
Rumus yang digunakan untuk mencari hasil yang 
dibagihasilkan dengan sistem rata-rata adalah sebagai berikut:
Contoh:
Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp. 10.000.000,00 rencana 
jangka waktu 10 bulan. Profit BMT setara 19,5% satu tahun 
pendapatan aktual. Nisbah bagi hasil = 70 : 30. Aktualisasi 
pendapat bruto Rp. 3.000.000,00 tiap bulan untuk tahap pertama, 
tetapi untuk tahap berikutnya Rp. 1.000.000,- tiap bulan.
Perhitungan:
Tabel proyeksi pembayaran dengan perhitungannya dahulu. 
Profit BMT 19,5% setahun, untuk rata-rata (12 + 1) : 2 = 6,5 
bulan. Satu bulan rata-rata profitnya = 19,5% : 6,5 = 3%.Tempo 
rata-rata adalah 10 bulan = 5,5 bulan besarnya profit = 5,5 x 3% 
= 16,5% dari modal Rp. 10.000.000,00 = 1.650.000,00. Maka 
profit rata-rata 1 (satu) bulan = Rp. 165.000,00. Angsuran rata-
rata =Rp. 1.000.000,00. Sehingga jumlah yang disetorkan ke 
BMT rata-rata tiap bulan (1.000.000 + 165.000) = Rp. 
1.165.000,00
6. Penyelesaian Perselisihan
Penyelesaian perselisihan dalam Hukum Persyarikatan Islam 
dapat dilaksanakan melalui 3 jalan, yaitu:
a.   Shulhu (Perdamaian) 
Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam 
suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (shulhu) 
antara kedua belah pihak. Dalam arti bahasa shulhu diartikan memutus 
pertengkaran/perselisihan, sedangkan menurut pengertian syara’ 
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Jangka Waktu + 1
shulhu di artikan sebagai suatu jenis akad untuk mengakhiri 
perlawanan antara dua orang yang berlawanan.121    
Pelaksanaan shulhu ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, 
antara lain :
1. Dengan cara ibra (membebaskan debitur dari segala 
kewajibannya);
2. Dengan cara mufawadhah (penggantian dengan yang lain), 
misalnya shulhu hibah yaitu penggugat menghibahkan sebagian 
barang yang dituntut kepada tergugat, shulhu bai’ yaitu penggugat 
menjual barang yang dituntut kepada tergugat dan shulhu ijarah
yaitu penggugat mempersewakan barang yang dituntut kepada 
tergugat. Dipihak lain sebagai pelaksana perdamaian, tergugat 
melepaskan barang sengketa selain dari yang telah dihibahkan oleh 
penggugat kepadanya atau membayar sewa. Disini tampak adanya 
pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya 
perdamaian. Jadi dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang 
mengalah total ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.122
Perdamaian (shulhu) ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an (QS. 
49 : 9).
b.   Tahkim (Arbitrase).
Istilah tahkim literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru 
damai, sedangkan secara terminologis tahkim berarti pengangkatan 
seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau 
lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka 
perselisihkan secara damai.
Dari pengertian tahkim dapat dirumuskan pengertian arbitrase 
dalam kajian fiqih sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan 
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oleh hakam (orang yang ditunjuk) yang dipilih atau yang ditunjuk 
secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri dan 
dua belah pihak akan mentaati penyelesaian oleh hakam atau para 
hakam yang mereka tunjuk itu. 
Dasar hukum dari tahkim ini yaitu QS. An-Nisaa’ (4) : 35, QS. 
Asy-Syura (17) : 38, QS. Al-Imran (3) : 159.
c.   Al-Qadha (Proses Peradilan)
Al-qadha secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau 
menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum 
syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya 
secara adil dan mengikat. Orang yang berwenang menyelesaikan 
perkara di pengadilan ini dikenal dengan qadhi (hakim).
Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa 
proses, secara umum sebagai mana proses peradilan pada umumnya. 
Tahap pnyelesaian di pengadilan sesuai dengan isi perjanjian yang 
telah disepakati, biasanya selain jalur peradilan dapat pula ditempuh 
dengan cara perdamaian dan melalui arbitrasi.
Proses peradilan bagi masalah perbankan syariah dengan 
diberlakukannya undang-undang perbankan syariah no. 21 tahun 2008 
terdapat klausul penyelesaian perselisihan perbankan syari’ah dapat di 
selesaikan di Pengadilan Agama atau sesuai dengan isi akad /
perjanjian.
7. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 
Tumang Boyolali dalam Pelaksanaan Bagi Hasil.
Secara garis besar, suatu perusahaan atau Lembaga Keuangan 
Syari’ah dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu mengalami 
kendala atau hambatan. Begitu juga pada Baitul Maal wat Tamwil
(BMT) Tumang Boyolali, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya 
dan dalam menawarkan serta mengembangkan produk usahanya, 
mengalami beberapa hambatan atau kendala.
Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Baitul Maal wat Tamwil
(BMT) Tumang Boyolali dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori 
yaitu:
Umum
Umum berarti kendala yang dihadapi oleh Baitul Maal wat 
Tamwil (BMT) Tumang Boyolali sebagaimana umumnya Lembaga 
Keuangan Syariah di Indonesia. Kendala tersebut sebagai berikut:
a) Aspek legal yang berbasis konvensional;
b) Perlakuan dan penilaian yang menyamakan Lembaga Keuangan 
Syariah dengan konvensional;
c) Pengetahuan syariah masyarakat yang terbatas kepada ibadah, 
seperti shalat, zakat, haji dan puasa. Penjelasan pokok 
memerlukan waktu yang relatif lama;
d) Sumber Daya Manusia terpolarisasi kepada pengetahuan umum 
dan agama;
e) Tehnologi yang mengacu kepada konvensional.123
Secara detail dapat dijelaskan adanya beberapa hambatan 
perkembangan BMT Tumang adalah sebagai berikut:
Sebagai lembaga keuangan syari’ah yang baru BMT Tumang
disadari akan dihadapkan pada beberapa kenyataan baik sisi internal 
maupun eksternal, apabila dijabarkan secara detail antara lain sebagai 
berikut:
Sisi internal:
a. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap 
BMT.
b. Sumber daya insani yang menangani BMT belum atau kurang 
berpengalaman.
c. Ketentuan operasional BMT dan instrument pasar keuangan 
kurang lengkap.
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d. Keterbatasan jaringan pelayanan belum terakomodasi secara 
luas.
Sisi eksternal:
a. Persepsi dan penerimaan terhadap keberadaan BMT Tumang
masih rendah. Bagi masyarakat peminjam yang berharap bahwa 
transaksi di BMT Tumang mudah, murah, serba boleh dan 
dengan tanpa jaminan. Banyak calon nasabah yang ternyata 
berakhir kecewa ternyata di BMT Tumang tetap menerapkan 
aturan yang harus ditaati oleh semua pihak, kadang-kadang ada 
yang kecewa pada saat pembiayaan ditolak karena tidak layak 
dan tidak memenuhi persyaratan yang dibebankan kepadanya. 
Tidak jarang nasabah tetap mengharapkan bagi hasil tetap 
sebagaimana penerapan bunga di bank konvensional.
b. Diketemukan masih ada kenyataan yang kuat dari pesaing 
setempat baik dari Lembaga Keuangan konvensional atau bank
umum konvensional yang banyak membuka cabang sampai 
ditingkat kecamatan, sehingga potensi pasar diperebutkan oleh 
banyak pemain dengan ketat.124
Di sisi lain hambatan teknis adalah masih terbatas peraturan 
perundangan perbankan syariah menyebabkan pola produksi Bank 
syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional 
yang disyariahkan, sehingga variasi produk terbatas yang akhirnya 
belum semua keperluan masyarakat terakomodasi.
Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional 
dengan bank syariah   telah menimbulkan adanya keengganan 
pengguna jasa perbankan. Keengganan tersebut antara lain 
disebabkan oleh hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan/ 
keuntungan yang telah banyak dan tetap, yaitu berupa bunga dari 
simpanan. Oleh karena itu, secara umum perlu diinformasikan 
bahwa penempatan dana pada Bank juga dapat memberikan 
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keuntungan finansial yang kompetitif. Disamping itu salah satu 
karakteristik khususnya dari hubungan Bank dengan nasabah 
dalam sistem perbankan syariah adanya moral force (kekuatan 
moral) dan tuntutan terhadap etika usaha yang tinggi dari semua 
pihak. Hal ini selanjutnya akan mendukung prinsip kehati-hatian 
dalam usaha Bank maupun nasabah.125
Khusus
Khusus berarti hambatan/kendala yang dihadapi khusus oleh 
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang Boyolali dalam 
mengoperasikan usahanya. Pada dasarnya hambatan tersebut tidak  
banyak  dihadapi  oleh  Baitul Maal wat Tamwil(BMT) Tumang
Boyolali dengan pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil yaitu 
pembiayaan Mudharabah. 
Untuk menghadapi dan mencegah adanya hambatan-hambatan 
yang sudah ada maupun yang akan ada dan untuk mengembangkan 
usaha serta memperkenalkan produk-produk yang ditawarkan oleh 
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) TumangBoyolali sekaligus 
menawarkan solusi manakala Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang
Boyolali menemui hambatan baik internal maupun eksternal.
Strategi usaha tersebut adalah sebagai berikut:
a) Penetrasi pasar yaitu dengan cara kerja sama dengan berbagai 
pihak meliputi pelayanan simpanan pihak ketiga, kerja sama 
pembiayaan jasa perbankan. Penetrasi pasar ini menitik beratkan 
pada lembaga yang mempunyai visi dan misi yang sama;
b) Melakukan kerja sama dengan pola sponsorshop dengan instansi 
lain untuk sinergi;
c) Penyadaran masyarakat terhadap perbankan syariah. Usaha ini 
dilakukan dengan bentuk kerja sama dengan lembaga-lembaga 
masyarakat (seperti lembaga swadaya masyarakat/LSM) yang 
berbasis keislaman, dengan masyarakat ekonomi syariah, 
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konsorsium ekonomi syariah dan organisasi-organisasi Islam lain. 
Bentuk kerja sama berupa: mengadakan acara seperti symposium, 
seminar, lokakarya dan lain-lain.126
8. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan
Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diperkirakan 
tidak akan terbayar kembali baik sebagian atau seluruhnya, atau nasabah/ 
debitur tidak dapat membayar kembali kewajiban sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan/ disepakati.
Termasuk sebagai pembiayaan bermasalah adalah fasilitas 
pembiayaan yang kolektibilitasnya masih tergolong lancar, namun 
karena sesuatu sebab tertentu dan berdasarkan penilaian Bank 
diperkirakan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu.
Pembiayaan yang telah direstrukturisasi tetap digolongkan 
sebagai pembiayaan bermasalah, sampai debitur benar-benar mampu 
memenuhi kewajibannya tepat waktu hingga 3 (tiga) kali pembayaran 
kewajiban setelah kolektibilitas digolongkan lancar. 127
Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun 
bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas 
pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan 
menjadi 5 (lima) macam, yaitu:
a. Lancar atau kolektabilitas 1.
b. Kurang lancar atau kolektabilitas 2.
c. Diragukan atau kolektabilitas 3.
d. Perhatian khusus atau kolektabilitas 4.
e. Macet atau kolektabilitas 5.
Dengan penjelasan sebagai berikut:
Lancar
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Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kreiteri di 
bawah ini:
1. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi 
hasil/profit margin.
2. Terdapat tunggakan pokok, tetapi:
a. Belum melebihi 1 (satu) bulan, bagi pembiayaan yang 
ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan);
b. Belum melebihi 3 (tiga) bulan bagi pembiayaan yang 
ditetapkan  masa angsuran bulanan, 2 (dua) bulanan atau 3 
(tiga) bulanan;
c. Belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pembiayaan yang 
masa angsurannya ditetapkan 4 (empat) bulanan atau lebih. 
3. Terdapat tunggakan bagi hasil/ profit margin, tetapi:
1. Belum melampaui 1 (satu) bulan bagi pembiayaan yang 
masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan;
2. Belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pembiayaan yang 
masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.
Kurang Lancar
Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar apabila 
memenuhi kriteria di bawah ini:
a. Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi:
1. Melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 3 (tiga) 
bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 
(satu) bulan; atau
2. Melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) 
bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 
(satu) bulan.
b. Terdapat kekurangan karena penarikan tetapi jangka waktunya 
belum melampaui 15 (limabelas) hari kerja.
Diragukan
Pembiayaan yang digolongkan diragukan apabila pembiayaan
yang bersangkutan tidak memenuhi criteria
Macet
Pembiayaan digolongkan macet apabila:
1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar atau diragukan, 
atau
2. Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada 
Pengadilan atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) atau 
telah diajukan penggantian kerugian kepada perusahaan 
asuransi kredit atau di Badan Arbitrase Syariah.128
9. Pembagian Resiko Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut 
Konsep Mudharabah
Resiko pembiayaan muncul jika nasabah tidak bisa 
mengembalikan cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang 
diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utama 
terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya BMT 
memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut 
untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian 
pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan 
resiko usaha yang dibiayainya.
Pembiayaan BMT dilihat dari perolehan hasil, dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu: (1) pembiayaan yang memberikan perolehan (hasil) 
tetap dan (2) pembiayaan yang memberikan perolehan (hasil) tidak tetap.
Pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari 
pembiayaan yang berakad jual beli (tijarah) dan sewa menyewa (ijarah). 
Sementara pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan 
dari pembiayaan yang berakad bagi hasil (syirkah). Berdasarkan dua hal 
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tersebut, maka produk pembiayaan di BMT akan memberikan resiko
yang berbeda antara akad yang satu dengan yang lainnya.
Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas 
pembiayaan adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan resiko. 
Persoalannya adalah bagaimana investasi atau bisnis dalam pembiayaan 
tersebut mengandung resiko yang minimal. Resiko pembiayaan tersebut 
dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen resiko secara baik. 
Menejemen resiko ini dapat diawali dengan melakukan penyaringan 
(Screening) terhadap calon nasabah  dan proyek yang akan dibiayai. Jika 
pembiayaan telah direalisasikan, pengendalian resiko pembiayaan dapat 
dilakukan dengan memberikan perlakuan (Treatment) yang sesuai 
dengan karakter nasabah maupun proyek.
Dengan demikian, manajemen resiko pembiayaan di BMT sangat 
berkaitan erat dengan resiko karakter nasabah dan resiko proyek. Resiko
karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter 
nasabah. Sementara resiko proyek berkaitan dengan karakter proyek 
yang dibiayai.
Resiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek: skill
(keterampilan), Reputation (reputasi), dan origins (asal-usul). Ketiga 
faktor tersebut dapat dianalisis menjadi sub factor sebagai berikut:
1. Faktor skill (keterampilan), meliputi : 
a. Kefamiliaran terhadap pasar;
b. Mampu mengoreksi resiko bisnis;
c. Mampu melakukan usaha yang berkelanjutan;
d. Mampu mengartikulasikan bahasa bisnis.
2. Faktor Reputation (reputasi), meliputi:
a. Track-record baik sebagai karyawan;
b. Memiliki track-record baik sebagai pengusaha;
c. Direkomendasikan oleh sumber terpercaya;
d. Dapat dipercaya;
e. Memiliki jaminan usaha.
3. Faktor origins (asal-usul), meliputi:
a. Memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan 
investor;
b. Sebagai pebisnis yang sukses;
c. Berasal dari kelas sosial terpandang.129
Sementara resiko proyek yang dibiayai dapat dilihat dari cirri-ciri 
atau atribut proyek. Ciri-ciri atau atribut proyek yang harus diperhatikan 
untuk meminimalkan resiko adalah :
a. Sistem informasi akutansi (pelaporan);
b. Tingkat return proyek;
c. Tingkat resiko proyek;
d. Biaya pengawasan;
e. Kepastian hasil dari proyek;
f. Klausul kesepakatan proyek;
g. Jangka waktu kontrak;
h. Arus kas perusahaan;
i. Jaminan yang disediakan;
j. Tingkat kesehatan proyek;
k. Prospek proyek.130
Berdasarkan atribut tersebut, resiko proyek yang dibiayai dengan 
kontrak bagi hasil atau syirkah dapat terjadi karena:
1. Resiko bisnis;
2. Resiko berkurangnya nilai pembiayaan dan;
3. Resiko karakter nasabah.
Resiko bisnis adalah resiko yang ditimbulkan karena kurang 
baiknya bisnis yang dijalankan. Dengan kata lain, bisnis tersebut 
prospeknya kurang bagus. Resiko ini dapat muncul karena:
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1. Jenis usaha, yang ditentukan oleh: karakteristik jenis usaha 
yang dibiayai dan kinerja keuangan usaha tersebut;
2. Faktor negatif lain yang mempengaruhi perusahaan nasabah, 
seperti: kondisi kelompok usaha, keadaan force majeure 
(keadaan memaksa) dan sebagainya.
Resiko karakter nasabah, resiko ini terjadi karena perilaku-perilaku 
menyimpang yang dilakukan nasabah pada saat menjalankan usaha. 
Perilaku penyimpangan tersebut dalam bentuk moral hazard (tindakan 
yang tidak dapat diamati). Resiko karakter terjadi dipengaruhi oleh:
1. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai 
BMT;
2. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah 
dalam menjalankan bisnis yang dibiayai BMT tidak lagi sesuai 
dengan kesepakatan;
3. Pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara 
professional sesuai standar pengelolaan yangdisepakati antara 
BMT dan nasabah.131
Untuk mengurangi atau mengantisipasi resiko karakter, maka BMT 
dapat menekan kovenan (klausul) tertentu pada saat melakukan kontrak 
pembiayaan Mudharabah. Dengan adanya konvenan tersebut diharapkan 
dapat memperkecil masalah asimentrik informasi atau agensi dalam 
pembiayaan bagi hasil.
Kegiatan usaha yang mengalami kerugian, apabila disebabkan 
kelalaian nasabah (pelaksana usaha) dalam mengelola usaha, misalnya 
penyelewengan/penyalahgunaan modal, maka kerugian ditanggung  
nasabah  sendiri  dan  menjadi  piutang  BMT. Sedangkan kerugian 
usaha yang tidak dapat dihindari karena memang di luar kekuasaan 
manusia (Overmacht), menurut konsep Mudharabah sebagaimana 
diajarkan Rasulullah SAW sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
shahibul maal (pemilik modal) dalam hal ini adalah BMT.
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Sedangkan kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan, 
perhitungan bagi hasilnya didasarkan atas pendekatan pendapatan 
(Revenue sharing) dan/ atau pendekatan keuntungan (Profit sharing). 
Pembagian dilaksanakan setiap bulan atau jangka waktu tertentu yang 
telah disepakati bersama. Sementara kegiatan usaha yang tidak 
memperoleh keuntungan (dan juga kerugian) sama sekali, maka 
selayaknya dengan kesadaran sendiri nasabah (mudharib) 
mengembalikan modal (pembiayaan) yang diterimanya kepada pemilik 
modal yaitu BMT. Dengan demikian dalam hal ini BMT sebenarnya 
mengalami kerugian dengan tidak memperoleh apapun karena modal 
ternyata tidak berkembang. Sedangkan bagi nasabah sendiri kerugian 
yang dialami berupa waktu dan tenaga (termasuk pikiran) yang tercurah 
selama pengelolaan usaha.
10. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan
Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan 
pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan 
bukanlah tahap terakhir dalam proses pembiayaan. Setelah realisasi 
pembiayaan, maka Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang Boyolali
perlu melakukan pemantauan-pemantauan dan pengawasan pembiayaan. 
Akivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu 
dibicarakan hal-hal yang terkait dalam aktivitas pemantauan dan 
pengawasan pembiayaan tersebut.
Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan
1. Kekayaan BMT Tumang akan selalu terpantau dan menghindari 
adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar 
maupun dari dalam BMT;
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di 
bidang pembiayaan;
3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha 
di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan;
4. Kebijakan manajemen BMT Tumang akan dapat lebih rapi dan 
mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.
Media Pemantauan dan Pengawasan
1. Informasi dari luar BMT Tumang.
Diupayakan dari laporan periodik usaha dibiayai baik itu berupa 
laporan  stok, realisasi kerja dan laporan keuangan. Laporan harus 
juga dikontrol melalui realisasi kerjanya jangan hanya berdasarkan 
formulir laporan keuangan.
2. Informasi dari dalam BMT Tumang.
Penelitian mutasi keuangan anggota dalam rekening sehingga 
diperoleh gambaran mutasi yang sesungguhnya dan tidak terjadi 
manipulasi.
3. Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa 
bulan berjalan.
4. Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada 
kekeliruan yang lebih besar.
5. Periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan 
terealisasi.
6. Meneliti buku-buku pembantu/tambahan dan map-map yang 
berkaitan dengan pinjaman.132
Kunjungan pada Peminjam
Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau 
efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal yang dilakukan:
1. Membuat laporan kegiatan peminjam.
2. Laporan realisasi kerja bulanan.
3. Laporan stok/ persediaan barang.
4. Laporan kegiatan investasi bulanan.
5. Laporan hutang.
6. Laporan piutang.
7. Neraca L/C per bulan, triwulan, dan semester.
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8. Tingkat pengumpulan pendapatan.
9. Tingkat kemajuan usaha.
10. Tingkat efektivitas pemakaian dana.133
11. Penanganan Pembiayaan Yang Bermasalah
Pembiayaan yang bermasalah adalah pembiayaan yang 
diperkirakan tidak terbayar kembali atau seluruhnya, atau nasabah tidak 
dapat membayar kembali kewajiban sesuai dengan waktu yang 
disepakati.
Dalam penanganan pembiayaan bermasalah terdapat beberapa 
prinsip, yaitu antara lain:
1. Mengawasi masing-masing portofolio pembiayaan untuk mendeteksi 
secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau akan bermasalah.
Tanda-tanda peringatan dini dalam mendeteksi adanya pembiayaan 
bermasalah atau akan bermasalah meliputi:
a. Tertundanya pembayaran kewajiban debitur meliputi 
margin/ bagi hasil, pokok dan kewajiban lainnya.
b. Adanya permintaan keringanan-keringanan dalam 
pengembalian pembiayaan misalnya penjadualan kembali, 
penurunan margin/ bagi hasil, atau keringanan lain.
c. Penurunan kinerja debitur yang tercermin dalam penurunan 
aktivitas keuangan debitur.
d. Prospek usaha debitur mulai jenuh.
e. Terdapat penundaan penyelesaian proyek yang cukup lama 
dan/atau pelampauan anggaran proyek yang cukup besar.
f. Terdapat pelanggaran syarat-syarat pembiayaan yang 
memiliki bobot yang cukup materiil dan dapat merugikan 
BMT.
g. Kualitas pembiayaan menurun.
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h. Adanya peraturan Pemerintah yang berpengaruh negatif 
terhadap prospek usaha debitur, keadaan memaksa (force 
majeur), dan kondisi lainnya yang dapat berakibat buruk 
terhadap usaha debitur.
2. Semua pembiayaan yang digolongkan bermasalah harus dikelola 
secara obyektif dan professional sesuai dengan kebijakan dan 
prosedur yang telah ditetapkan, termasuk kepada debitur yang 
berafiliasi dengan BMT ataupun kepada debitur besar tertentu atau 
debitur group.
3. Pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas Diragukan dan macet 
harus diupayakan di bawah 7,5% dari jumlah pembiayaan yang 
diberikan BMT.
Sedangkan strategi yang diambil dalam pengelolaan pembiayaan 
bermasalah adalah, sebagai berikut:
1. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.
Penyelamatan pembiayaan bermasalah yang masih memiliki 
prospek usaha dilakukan melalui restrukturisasi dengan mengacu 
kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/12/UPPB tanggal 12 
November 1998 tentang Restrukturisasi Pembiayaan, yakni melalui:
a.   Penurunan imbalan/ bagi hasil;
Yakni pemberian keringanan kepada debitur untuk membayar 
bagi hasil di bawah bagi hasil yang telah disepakati sesuai 
dengan kemampuan debitur atas dasar proyeksi cash flow yang 
dihitung secara realistis dengan menggunakan asumsi-asumsi 
yang wajar.
Keringanan berupa selisih antara bagi hasil baru dengan bagi 
hasil awal tersebut dapat bersifat pembebasan dan/ atau 
penangguhan yang akan diperhitungkan/ dibebankan apabila cash 
flow debitur telah memungkinkan untuk dibebani.
b. Pengurangan tunggakan imbalan/ bagi hasil;
Yakni berupa pemberian keringanan kepada debitur berupa 
pengurangan tunggakan bagi hasil, baik sebagian atau seluruhnya 
dan pengurangan tersebut dapat bersifat pembebasan dan/ atau 
penangguhan yang akan diperhitungkan/ dibebankan apabila cash 
flow debitur telah dimungkinkan untuk dibebani.
c.   Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
Yakni pemberian keringanan kepada debitur berupa pengurangan 
tunggakan pokok pembiayaan dan pengurangan tersebut dapat 
bersifat pembebasan dan/ atau penangguhan yang akan 
diperhitungkan/ dibebankan apabila cash flow debitur telah 
dimungkinkan untuk dibebani.
d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penyesuaian jadual 
pelunasan pokok pembiayaan;
Yakni pemberian keringanan kepada debitur berupa 
perpanjangan jangka waktu pembiayaan serta penyesuaian jadual 
pelunasan pokok pembiayaan yang meliputi periode pelunasan 
dan jumlah angsuran pokok pembiayaan sesuai dengan 
kemampuan cash flow debitur.
e.   Penambahan fasilitas pembiayaan;
Untuk membantu debitur dalam memulihkan kembali aktivitas 
usahanya, kepada debitur dapat diberikan tambahan fasilitas 
pembiayaan baru dengan ketentuan pemberian pembiayaan baru 
tersebut harus memenuhi ketentuan pemberian pembiayaan 
secara normal antara lain nisbah bagi hasil normal dan kepada 
debitur diupayakan untuk menyerahkan jaminan tambahan yang 
cukup.
f.    Pengambil-alihan asset debitur untuk pelunasan pokok 
pembiayaan;
Yakni dilakukan dengan cara mengambil-alih sebagian atau 
seluruh asset debitur untuk melunasi sebagian atau seluruh 
kewajibannya. Pengambil-alihan aset tersebut harus 
diperhitungkan sesuai dengan nilai pasar yang wajar.
g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 
perusahaan debitur;
Yakni dilakukan dengan cara mengkonversi pembiayaan yang 
dinikmati debitur menjadi penyertaan modal BMT pada 
perusahaan debitur dengan batas waktu tertentu. Disamping cara 
di atas Restrukturisasi Pembiayaan juga dapat dilakukan dengan 
penyertaan modal BMT pada perusahaan debitur.
2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.
Pembiayaan bermasalah baik yang belum dilakukan tindakan 
penyelamatan maupun yang telah dilakukan tindakan penyelamatan, 
namun tidak memiliki prospek usaha yang baik, dilakukan 
penyelesaian melalui cara sebagai berikut:
a. Dengan musyawarah terlebih dahulu.
b. Dilakukan penagihan sendiri.
c. Dilakukan penagihan yaitu melalui:
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang 
sekarang Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASARNAS) 
yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk 
menyelesaikan sengketa muamalat (perdata) khusus 
dikalangan umat Islam yang muncul dalam hubungan 
keuangan, jasa (termasuk perbankan) dan lain-lain di luar 
perkawinan (termasuk perceraian), kewarisan, wasiat,
hibah, waqaf dan sadaqah (menjadi wewenang Pengadilan 
Agama sebagaimana diatur dalam UU No.3 tahun 2006 
merupakan perubahan dari UU no. 7 Tahun 1989 tentang 
Pengadilan Agama Pasal 49. Tetapi sampai sejauh ini 
belum ada yang diselesaikan melalui jalur pengadilan.
d. Penyelesaian dengan cara menjual barang agunan yang 
hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban debitur.
e. Evaluasi efektivitas Program Penyelesaian Pembiayaan 
Bermasalah:
1) Satuan Kerja Khusus bertanggung jawab untuk 
mengkaji ulang efektivitas dari seluruh Program 
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah secara 
semesteran. Apabila hasil realisasi penyelesaian 
pembiayaan bermasalah masih jauh di bawah target, 
sedangkan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan 
bermasalah telah dilaksanakan secara maksimal, Satuan 
Kerja Khusus bertanggung jawab untuk mengusulkan 
kepada Manager atas perbaikan Program Penyelesaian 
Pembiayaan Bermasalah.
2) Hasil evaluasi efektivitas Program Penyelesaian 
Pembiayaan Bermasalah dan perubahan/perbaikan 
program (bila ada) wajib dilaporkan kepada 
Departemen Koperasi.
3. Penerapan Sanksi Pada Nasabah yang Melanggar Perjanjian 
Pembiayaan Mudharabah
Seperti yang telah dijelaskan bahwa kerugian yang terjadi pada 
kegiatan usaha/proyek yang tidak dapat dihindari karena di luar 
kekuasaan manusia (over macht) sepenuhnya ditanggung oleh 
pemilik modal (shahibul mall) dalam hal ini BMT, sedangkan 
kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah (mudharib) dalam 
mengelola usaha/ proyek, penyalahgunaan modal atau menunda-
nunda pembayaran maka kerugian ditanggung oleh nasabah sendiri.
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 1 yang 
artinya “Hai orang beriman! Penuhilah akad-akad itu………..” dan 
Hadits Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad 
dari Syuraid bin Suwaid mengatakan “Menunda-nunda (pembayaran) 
yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan 
pemberian sanksi kepadanya; serta Hadits Nabi riwayat jama’ah 
(Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa’i, Abu Daud, Tirmidzi, Malik, 
Darami dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu 
Umar) mengatakan bahwa “Menunda-nunda (pembayaran) yang 
dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman……”134
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN-MUI/IX/ 
2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda 
Pembayaran yang dimaksud dengan sanksi adalah sanksi yang 
dikenakan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu 
membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
Sesuai dengan doktrin asalnya Nasabah yang mampu yang 
menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan 
dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi 
yang didasarkan pada prinsip Ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah 
lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.135
Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya 
ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad 
ditandatangani, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau 
Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah.
B. Pembahasan
1. Implementasi Prinsip-Prinsip Akad Mudharabah pada BMT Tumang 
Boyolali  dan Kesesuaiannya dengan Syariat Islam
Untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip akad mudharabah pada BMT 
Tumang Boyolali sesuai dengan syariah Islam dan faktor apakah yang 
menyebabkan terjadinya ingkar janji dalam akad mudharabah di BMT Tumang 
Boyolali serta bagaimana cara penyelesaiannya penulis dalam menganalisa teori 
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analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu mereduksi data dan 
menyajikan data kemudian membuat kesimpulan.
Lembaga keuangan Syari’ah BMT Tumang merupakan lembaga 
intermediasi mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of 
funds) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (lack of funds). 
Keberadaan lembaga keuangan sangat penting sebab dampaknya akan
berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan lembaga 
keuangan syari’ah juga merupakan lembaga intermediasi yang usaha pokoknya 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan melalui pembiayaan yang 
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari’ah.
Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah BMT Tumang Boyolali dalam 
operasionalnya menerapkan sistem kerja sesuai dengan syariat Islam pertama
dengan prinsip bagi hasil yaitu kepada pemilik dana yang menyimpannya di 
BMT Tumang setiap bulannya diberikan hasil keuntungan dengan pembagian 
(nisbah) sesuai kesepakatan bersama dan prinsip ini diterapkan dalam akad 
mudharabah dan akad musyarakah. Kedua dengan prinsip jual beli yaitu 
pembiayaan atau kredit kepada nasabah berdasar akad jual beli sehingga tidak 
akan terpengaruh kondisi ekonomi, kenauiakn suku bunga atau inflasi (kenaikan 
harga barang). Dan ketiga prinsip layanan yang islami disertai kemudahan, 
kecepatan, aman dan benar.
Prinsip-prinsip tersebut secara garis besar telah dituangkan dalam akad 
pembiayaan mudharabah/murabahah/ijarah usaha BMT Tumang Boyolali pada 
pasal 1 disebutkan: perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh ketakwaan kepada 
Allah SWT, saling percaya, ukhuwah islamiyah dan rasa tanggung jawab.
Islam mengajarakan bertransaksi kepada ummatnya berdasarkan atas 
prinsip keadilan dan kerelaan antara pelaku ekonomi. Untuk mewujudkan prinsip 
keadilan dalam transaksi ekonomi, maka lembaga keuangan syari’ah 
menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Secara umum prinsip
bagi hasil itu dalam perbankan syari’ah menurut Muhammad Syafi’i Antonio 
dilakukan melalui empat akad utama yaitu: al- mudharabah, al-musyarakah, al-
muzara’ah dan al musaqah.
Sungguhpun demikian Muhammad Syafi’i Antonio menegaskan bahwa 
prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-mudharabah dan al-musyarakah
yang dipergunakan khusus dalam plantasion financing atau pembiayaan 
pertanian oleh bank Islam.
Prinsip mudharabah atau bagi hasil sebagai fokus utama penelitian ini 
merupakan pengaturan keuangan yang paling mendapat dukungan luas, sebagai 
pengganti transaksi yang berbasis bunga. Hal ini disebabkan karena dalam 
mekanisme bagi hasil positif (laba) maupun hasil negatif (rugi) akan dibagikan 
kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan maupun penggalangan dana, 
sesuai dengan kesepakatan awal, atau kata lain resiko akan didistribusikan   
secara lebih adil dan proporsional.
Menurut  Edwardes (2010) dalam Jurnal Iqtishad Al-Islamy Profits can 
be divided in any proportion between the two contracting parties as agreed upon 
at the time of the contract; but losses, if any, will fall on the financier only.
Mudaraba can also be regarded as a form Fund Management.136
Keuntungan dapat dibagi dalam proporsi antara dua pihak kontrak yang 
disepakati pada saat kontrak, tetapi kerugian, jika ada, akan jatuh pada pemodal 
saja. Mudharabah juga dapat dianggap sebagai bentuk Pengelolaan Dana
Sebagai sebuah institusi keuangan sekaligus financial intermediary bank 
syariah dan bank konvensional dibangun diatas fundamental venues yang hirarkhi 
nilai sistemnya sama, tetapi subtansi nilainya beda. Bank konvensional terdapat 
inspirasi ekonomi kapitalis, paradigmanya ekonomi pasar, basis dasar mikronya 
adalah manusia ekonomi dan dasar filosofinya adalah utilitarian berdasarkan pada 
filosofi laissez faire, sedangkan bank syari’ah berdasarkan pada paradigma
syari’ah, basis mikronya adalah manusia muslim dan dasar filosofinya 
individulisme yang berperan sebagai khalifah Allah di bumi dengan tujuan hidup 
bahagia dunia dan akhirat.137 Lebih tegas perbedaan antara kedua sistem
perbankan di atas adalah apabila bank syariah hanya membiayai usaha-usaha 
yang halal, sedangkan untuk usaha yang haram seperti usaha asusila yang 
merusak masyarakat atau sejenisnya tidak pernah akan di biayai oleh bank 
syari’ah, begitu pula nuansa didalam  bank syariah itu sendiri lebih  bernuansa 
islami, sedangkan pada perbankan konvensional tidak demikian.
                                                
136 Warren Edward, Ijara (Islamic Leasing) in The Content of Islamic Finance, Journal 
Iqtishad al-Islamy, 2010
137. Zainul Arifin, 2000, ibid., hal .91.
Memperhatikan karakteristik bank syariah yang spesifik tersebut maka 
bank syari’ah diakui legalitasnya karena senantiasa mengacu kepada ketentuan 
syari’ah. Persoalan tidak berhenti sampai disini ternyata sebagai lembaga 
keuangan syari’ah yang mengambil bentuk perseroan terbatas masih menyisakan 
permasalahan tentang status keabsahannya. Sesuai ketentuan bank Indonesia (BI) 
BMT Tumang memilih bentuk lembaganya sebagai sebuah koperasi, masalah-
masalah yang berkaitan dengan syari’ah atas pilihan format tersebut dapat 
ditelaah dengan mengkomparasikan antara koperasi dan konsep perjanjian dalam 
islam.
Berdasarkan uraian di atas bentuk kelembagaan koperasi dalam BMT 
Tumang merupakan kerja sama finansial antara pemegang saham sebagai pemilik 
modal dengan para pengurus (Dewan Pengawas Syari’ah, Manager beserta 
Karyawan) sebagai pengelola untuk lembaga keuangan syari’ah berdasarkan visi 
dan misi yang diembanya. Bentuk kerja sama ini bukan sebatas melibatkan modal 
saja melainkan juga melibatkan unsur masnusia. Hal ini dapat dilihat dari para 
pemegang saham tidak sekedar menyerahkan modalnya kepada pengelola, 
melainkan juga sebagai penentu kebijakan koperasi melalui suaranya dalam 
RUPS.
Bentuk perseroan dalam BMT Tumang ini sejalan dengan model 
perseroan yang diatur dalam hukum Islam yang biasa menggunakann istilah 
syirkah. Bentuk ini merupakan transaksi antara dua orang atau lebih yang sepakat 
melakukan kerja sama bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan 
sebagai sebuah kontrak, transaksi tersebut mengharuskan adanya ijab dan qabul 
138 yang menunjukkan bahwa salah satu pihak mengajak yang lain secara lisan 
ataupun tertulis untuk mengadakan kerja sama.
Prinsip mudharabah yang paling utama agar menjadi nilai kontrak yang 
islami dengan sifat mengikat antara pengelola modal dengan pemilik modal 
adalah dengan adanya ijab dan qabul. Pandangan islam tentang akad atau kontrak 
sebenarnya tidak ada batasan yang ketat bagaimana perjanjian itu dibentuk, ada 
konsep kebebasan melakukan akad dalam hal menentukan bentuk-bentuk suatu 
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perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum dalam islam, sebagaimana 
maksud dalam kaidah fiqhiyah sebagai berikut:
اًماَرَح َّلَحَا ْوَا ًلاَلاَح َمَّرَحاًطْرَش َّلاِا ْمِھِطْوُرُش ىَلَع َنْوُمِلْسُمْلَا
 “Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”139.
Secara lebih luas ummat muslim dapat membuat perjanjian dengan syarat 
mengikat, saling menghormati untuk memenuhi adalah hukum wajib, berangkat 
dari kaidah diatas telah sesuai dengan keharusan yang digariskan dalam Al-
qur’an surat Al-maidah ayat l:
ٰا َنْیِذَّلااَھُّیَاَیاْوُنَم ِدْوُقُعلاِب ْوُف ْوَا
“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji”
Harus difahami dari pertermuan kedua orang adalah wujud keinginan 
untuk memunculkan kelaziman syara’ yang diacari oleh kedua belah pihak. Akad 
tidak hanya dapat terwujud dengan adanya ikatan dua perkataan secara nyata 
saja, akan tetapi terwujud juga dengan adanya ucapan dari salah satu pihak 
kemudian pihak lain mengerjakan sesuatu yang mewujudkan kehendaknya, dapat 
berupa tulisan, isyarat ataupun penyerahan.
Berdasarkan penjelasan di atas kemudian dapat difahami bahwa 
sebenarnya inti dari terciptanya suatu akad secara umum adalah terjadinya 
kehendak dua orang yang berakad dan ada kesesuaian antara keduanya untuk 
memunculkan kewajiban yang sifatnya syar’iah (aturan) dari kedua belah pihak 
yang diindikasikan dari adanya suatu ungkapan tulisan, isyarat ataupun 
tindakan.suatu akad menjadi mengikat bilamana memenuhi pokok rukunnya yaitu 
Ijab dan qabul.140
Esensi akad adalah pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, wujud 
perbuatan seseorang dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak. Dalam 
hubungannya dengan BMT Tumang maka AD/ART menunjukkan adanya 
kesepakan antara pihak pemegang saham dan pengelola. AD/ART yang telah 
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dibuat merupakan sebuah pernyataan pemegang saham untuk mengelola dana dan 
pengurus dianggap telah menyetujui perjanjian tersebut.
Dalam pandangan syari’ah menunjukkan bahwa koperasi masih 
menyisakan problem, namun problem tersebut sedapat mungkin diminimalisir 
dengan jalan mengakomodasi sejauh mungkin dimensi keadilan dan kesetaraan 
sebagaimana perjanjian prinsip Islam dalam melaksanakan perseroan itu sendiri. 
Pilihan format koperasi tertutup oleh BMT Tumang merupakan sebuah upaya 
yang dapat mengeliminir legalitas BMT sebagai perseroan terbatas yang 
merupakan bentuk kerja sama financial antara pemegang saham sebagai pemilik 
dana dan pengurus sebagai pengelola. AD/ART sebagai peraturan yang mengikat 
kedua belah pihak sehingga dikategorikan sebagai bentuk perjanjian yang 
dibenarkan oleh syari’ah.
Ada dua unsur utama yang terdapat dalam prinsip mudharabah. Pertama
bentuk kerja sama financial antara dua pihak, yang mana salah satu pihak sebagai 
pemilik modal dan yang lain sebagai pengelola. Kedua dua pihak yang terlibat 
dalam kerjasama harus memperoleh bagian keuntungan dan jika terjadi kerugian 
ditanggung oleh pemilik modal.
BMT sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mempertemukan antara 
modal dan usaha, memiliki produk yang berupa penghimpunan dana dalam 
bentuk tabungan dan deposito serta produk penyaluran dana dalam bentuk 
pembiayaan. Bentuk operasionalisasi kedua produk tersebut adalah menggunakan 
prinsip mudharabah (bagi hasil).
Dalam bentuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah BMT 
bertindak sebagai pengelola (mudharib) terhadap dana yang berasal dari pemilik 
modal, penabung atau deposan (shahibu al-ma), sehingga bentuk kerjasama 
terjadi antara para penabung dan deposan sebagai shahib al-mal dan BMT 
sebagai mudharib, diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa 
batasan, tidak terkait dengan waktu, tempat,jenis usaha dan nasabah atau 
pelanggannya, akad seperti ini disebut sebagai mudharabah mutlaqah.
Dana yang telah terkumpul dari tabungan dan deposito itu kemudian 
disalurkan untuk kegiatan produktif melalui produk pembiayaan. Sebagai 
mudharib BMT juga menyalurkan dana yang berasal dari para pemegang saham 
(shahib al-mal). Dalam operasionalnya mengelola dana yang berasal dari 
masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dan modal disetor dari 
pemegang saham, bertanggung jawab penuh mengelola modal yang dipercayakan 
itu dengan menjamin hak para penabung atau deposan jika menarik kembali 
uangnya, maka dari itu tidak semua sumber dana (yang berasal dari tabungan atau 
deposito) disalurkan semua dalam bentuk pembiayaan.
Bilamana BMT Tumang mempunyai kelebihan dana berkaitan dengan 
likuiditas, maka secara rasional managemen akan memanfaatkan untuk sesuatu 
yang menguntungkan. Kelemahannya karena jaringan BMT atau lembaga 
keuangan syariah di Boyolali masih sedikit dan atau disekitar Boyolali belum 
banyak jaringan BMT/lembaga keuangan syariah maka tidak ada pilihan kecuali 
menempatkan dana ada di bank konvensional yaitu Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Tengah cabang Boyolali. Disadari dengan jauhnya bank syari’ah dan Bank 
Muammalat Indonesia dan demi untuk menjaga kelanggengan usaha BMT 
kedepan, maka cara penempatan dana di bank konvensional merupakan upaya 
darurat saja. Upaya itu hanya bersifat teknis prefentif dalam rangka menghindari 
bahaya yang tidak diinginkan dalam kaidah fiqhiyah yaitu sebagai mana maksud 
mengambil madlarat yang terkecil demi kehidupan.141
Untuk melegitimasi kebijakan yang diambil BMT Tumang untuk 
menempatkan dana di bank konvensional, pihak BMT telah meminta fatwa DPS 
(Dewan Pengawas Syari’ah) dan DPS mengeluarkan fatwa tentang penempatan 
dana yang pada prinsipnya DPS menyetujui dana sementara belum dipakai, 
disimpan di bank konvensional asal niatnya untuk pengamanan bukan untuk 
membungakan uang.  Jika  memang niatnya untuk membungakan uang maka 
menjadi haram, sehingga pada saat penyimpanan uang tidak diperbolehkan untuk 
menuntut bunga, melainkan meminta keselamatan.
Untuk kurun waktu  tahun pertama, BMT Tumang menyalurkan 
pembiayaan mudharabah dengan 2 kategori yaitu: pembiayaan ritail dan 
pembiyaan mudharabah. Dibanding dengan pembiayaan mudharabah  dan bai’ 
bitsman ‘ajil pembiayaan mudharabah ini relatif sangat sedikit, hal ini dapat 
dilihat pada masih rendahnya portofolio pembiayaan mudharabah di tiap-tiap 
bulan.
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Operasional lembaga keuangan syari’ah (BMT Tumang), pembiayaan 
dengan prinsip bagi hasil dikatakan oleh Yusuf Shokhifudin Ardyansyah, ST 
(Marketing) mengandung resiko yang tinggi. Alasannya jika terjadi kerugian 
yang bukan karena kelalaian, kalau kesalahan nasabah menjadi tanggung jawab 
BMT. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil mudharabah relatif sangat sedikit 
dibanding dengan pembiayaan mudharabah bai’ bisaman ajil (BBA).142 Prinsip 
murabahah dengan sistem jual beli (tijarah). Commodity Murabahah has 
presented a challenge to market practitioners due to concerns ranging from the 
abuse of practices to the permissibility of the structure under Shariah, says 
HERMIONE HARRISON.143Berangkat dari kekhawatiran terhadap resiko yang 
hanya ditanggung oleh peminjam tanpa keikutsertaan BMT dalam menanggung 
resiko, maka para teoritisi perbankan syari’ah berpendapat bahwa bank Islam 
sistemnya harus menggunakan bagi hasil.
Menurut Adib Zuhaeri, S.Sos, M.Si (Manager utama BMT Tumang), 
faktor yang melatarbelakangi minimnya pembiayaan mudharabah, banyak
pengusaha yang tidak memenuhi standart prinsip mudharabah. Apabila 
dipaksakan untuk masuk dalam kategori pembiayaan mudharabah justru akan 
menyulitkan pengusaha itu sendiri dan juga akan mempengarui efisiensi 
operasional BMT Tumang.144
Kebijakan BMT Tumang dengan kebijakan manajemen resiko, seperti 
tidak akan membiayai usaha yang baru, pembiayaan spekulatif dan pembiayaan 
yang melanggar syari’ah. Selain itu resiko yang dimungkinkan akan terjadi juga 
diantisipasi sejak dini, yaitu dengan memakai prinsip analisa pembiayaan yang 
dikenal dengan 5C (character, capacity, capital, collateral dan condition).
Prinsip analisa pembiayaan dipergunakan dalam melakukan penelitian 
permohonan pembiayaan. Seorang petugas bagian lapangan harus 
memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara 
keseluruhan calon debitur yang meliputi:
1. Penilaian terhadap karakter, watak dan kepribadian calon debitur (character).
                                                
142. Wawancara dengan Yusuf Shokhifudin Ardyansyah, ST Marketing BMT Tumang 24 
Desember 2009
143 . http://www.islamicfinaceasia.com akses tanggal 14 Februari 2010
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2. Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan 
pembayaran (capacity).
3. Penilaian terhadap kemampuan modal yang telah dimiliki oleh calon debitur 
(capital).
4. Penilaian terhadap jaminan milik debitur (collateral).
5. Penilaian terhadap kondisi perekonomian secara umum khususnya yang 
terkait dengan jenis usaha calon debitur (condition).145
Bentuk kebijakan di atas seakan kurang memberikan kepercayaan kepada 
calon nasabah, semenatara nasabah tersebut berada dalam situasi yang sangat 
sulit berkaitan dengan modal usahanya. Pada hal dalam kerjasama Islam 
mengajarkan untuk saling memberikan kepercayaan diantara para pihak yang 
terlibat tanpa adanya sikap saling curiga146, sebagaimana sabda Nabi Muhammad 
SAW:
َلاَق ُھْنَع ُاللها َىِضَر َةَرْیَرُھ ىِبَا ْنَع: ِاللها ُلْوُسَر َلاَق ِھْیَلَع ُاللها ىَّلـَص
َمَّلـَس َو :ُب َذْكَا َّنَّظلا َّنِاَف َّنَّظلاَو ْمُكاَّیِا  ِثْیِدَحلا)ھیلع قفتم(
“Dari abu Hurairah r.a, mengatakan bahwa Rasulullah SAW 
berkata: Hindarilah bagi kalian akan prasangka buruk, bahwa 
sesungguhnya prasangka buruk itu adalah sebohong-bohong ucapan” 
(Muttafaq ‘alaih).
Prinsip analisa bagi BMT Tumang mutlak dilakukan sebagai 
konsekwensi dari amanah yang dipegangnya yaitu modal dari para pemegang 
saham dan para penyimpan, bukan dalam kapasitas tidak percaya dengan pihak 
yang diajak kerja sama, akan tetapi lebih pada sikap hati-hati demi menjaga 
amanah pemilik modal. Dengan analisa ini akan melahirkan kepercayaan dari 
pihak BMT kepada nasabah, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-
Nisa’ ayat 58:
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ْمُكُرُمأَی َاللها َّنِا ـمَلاا اوُّدَؤُت ْنَاٰـنٰاَھِلْھَا ىٰلِا ِت...
“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya...”
Kaitannya dengan minimnya pembiayaan mudharabah, sebagaimana 
dikatakan Adib Zuhaeri, S.Sos, M.Si dan Yusuf Shokhifudin Ardyansyah, ST
lebih lanjut diuraikan oleh Zainul Arifin bahwa pada umumnya usaha kecil 
memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah akibat adanya keterbatasan aspek 
pemasaran, teknis produksi, menejemen dan organisasi. Pada umumnya mereka 
banyak yang belum memahami dan memenuhi persyaratan teknis bank, antara 
lain masalah penyediaan perizinan dan jaminan. Banyak usaha kecil yang dalam 
melakukan penyediaan permodalan tidak mengikutri fase atau tahapan 
pembiayaan yang semestinya. Tahapan tersebut antara lain:
a. Tahap pertama investasi awal, sumber pembiayaan umumnya adalah dari 
uang pribadi pemilik perusahaan dan berbagai sumber lain yang 
diupayakan oleh pemilik perusahaan yang umumnya sudah dikenal 
dengan baik.
b. Tahap kedua, perusahaan mulai tumbuh melampaui kemampuan 
pembiayaan pemilik. Dalam tahapan ini pemilik tidak dapat membiayai 
berbagai investasi berikutnya dengan dana sendiri, sehingga perusahaan 
mencari sumber pembiyaan lain yang lazim terjadi pada dunia usaha 
yaitu kridit yang diberikan oleh mitra dagang (supplier) yang dikenal 
dengan trade credit.
c. Tahap berikutnya apabila usaha sudah berkembang dengan baik 
pengusaha baru dapat memanfaatkan bank sebagai sumber dana 
pembiayaan.147
Lebih lanjut untuk  membina hubungan dengan BMT Zainul Arifin juga 
memberikan saran kepada pengusaha sebelum mengajukan kredit, yaitu terlebih 
dahulu bertindak sebagai penabung atau menempatkan dananya dalam bentuk 
deposito, hal ini penting karena semakin lama pengusaha menjadi nasabah suatu 
bank dengan  cara menabung berarti banker lebih mengenal pengusaha dengan 
lebih baik. Pada gilirannya tabungan dapat digunakan sebagai jaminan bank 
dalam rangka memberikan kredit kepada pengusaha.148
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Esensi dari sebuah aktivitas ekonomi adalah bagaimana dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi 
barang dan jasa sehingga konsumsi masyarakat meningkat. Untuk 
merealisir hal tersebut perlu ditunjang dengan upaya dari pelaku ekonomi 
untuk dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya ekonomi secara 
optimal dan rasional. Etika bisnis yang menekankan aspek keadilan 
disamping meningkatkan keuntungan usaha merupakan bagian penting 
dalam usaha untuk menggerakkan kegiatan ekonomi.
Islam mengajarkan dalam melakukan kerja sama agar senantiasa 
dilandasi dengan prinsip keadilan dan kerelaan diantara para pihak yang terlibat 
didalamnya. Disinilah persoalannya mengapa dalam prinsip mudharabah para 
pihak harus memperoleh bagian yang proporsional dari keuntungan yang 
dihasilkan. Pemilik modal keuntungan merupakan konsekwensi dari modal yang 
ditanamkan, sedangkan pengelola keuntungan merupakan bagian yang harus 
diterima sebagai hasil jerih payah dalam mengelola usaha.
Sebagai tujuan akhir dari aktivitas mudharabah keuntungan dari masing-
masing pihak harus diketahui pada saat akad merupakan presentasi dari 
keuntungan yang dihasilkan. Dalam operasional BMT Tumang keuntungan untuk 
produk penghimpunan dana (tabungan dan deposito mudharabah) berupa bagi 
hasil dengan nisbah atau pembagian sesuai kesepakatan bersama antara bank dan 
nasabah.
Besarnya nominal bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulan akan 
berubah-ubah sesuai keuntungan yang diterima BMT.
Sebenarnya istilah yang tepat dalam kasus BMT untuk bagi hasil adalah 
revenue sharing yaitu bagi hasil  yang dihitung dari total pendapatan yang 
bersumber dari margin, komisi atau profisi dan penempatan di bank lain dan 
bukan hasil keuntungan. Sedangkan keuntungan terjadi jika hasil usaha 
didasarkan pada prinsip profit sharing yaitu bagi hasil yang dihitung dari 
pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Prinsip kedua ini jelas 
tidak dilakukan untuk operasional pada prinsip mudharabah di BMT dengan 
ditanggungnya semua biaya termasuk tabarru’ untuk resiko pembiayaan.
Pada dasarnya kedua prinsip profit sharing maupun revenue 
sharing dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam 
lembaga keuangan syari’ah, tetapi sebagaimana fatwa Dewan Syari’ah 
Nasional nomor: 15/DSN-MUI/IX/200 untuk pembagian bagi hasil 
sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil revneu sharing, jika dilihat dari 
segi kemaslahatan. 
Dalam mengimplementasikan konsep muammalah di lembaga 
keuangan syari’ah, hendaknya memperhatikan paradigma pemikiran 
bahwa hukum Islam pada bidang muammalah berlaku kaidah fiqhiyah:
َا ِءاَیْشَلاا ىِف ُلْصَلاَاَحاَبِلااَھِمْیِرْحَت ىَلَع ُلْیِلَّدلا َّل ُدَی ىَّتَح ُة
“Pada dasarnya segala bentuk mu’ammalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya”149
Kaidah ini mengindikasikan bahwa posisi syari’ah seperti dikemukakan 
Zainul Arifin yang berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. 
Sehingga jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang dalam 
hal transaksi keuangan tidak berisi elemen riba atau gharar.150
Perlu dipahami pula bahwa jenis kontrak transaksi yang dilarang adalah 
transaksi yang mengandung unsur haram, unsur riba, perjudian dan aniaya.151
Prinsip bagi hasil revenue sharing yang digunakan BMT dalam distribusi 
hasil usaha kepada para nasabah memberikan keuntungan kepada penabung dan 
deposan dengan pendekatan LDR (Loan to deposit) yaitu mempertimbangkan 
rasio antara dana pihak ketiga (para penyimpan sebagai dana efektif serta 
pembiayaan yang diberikan.
LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan, tetapi juga keadilan, 
karena bank bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (loan)
kepada penabung (deposit). Hal inilah yang membedakan antara lembaga 
keuangan syari’ah dengan bank konvensional yang memberikan keuntungan 
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dengan perangkat bunga yang fixed, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan 
yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun. Konsekwensinya bank harus 
memberi tambahan bila bunga dari pinjaman ternyata lebih kecil dibandingkan 
dengan kewajiban bunga ke penabung, yang dikenal dengan istilah negative 
spread atau keuntungan negatif (rugi).152
BMT Tumang melakukan praktik pre-determined return dalam produk 
pembiayaan dengan ditetapkan LR (Leanding Rate) sebagai pedoman petugas 
lapangan untuk melakukan negosiasi nisbah bagi hasil dengan calon nasabah. LR 
dihitung berdasarkan beberapa faktor yang meliputi:
1. COF (Cost of Funds) atau biaya dana untuk memberikan nisbah bagi hasil 
kepada penabung.
2. OHC (Overhead cost) yang terdiri dari biaya tenaga kerja, sewa kantor, 
pemeliharaan dan penyusutan aktiva, barang, jasa dan lainp-lain.
3. RISK (Resiko pembayaran).
4. SPREAD yaitu keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan yang 
dikeluarkan.
Pembiayaan akan direalisasikan apabila calon nasabah itu sanggup 
memberikan nisbah bagi hasil kepasda BMT tiap bulan minimal sebesar tidak 
kurang dari standart LR. Suatu contoh BMT menetapkan LR sebesar 2 % maka 
nisbah bagi hasil untuk BMT tidak boleh kurang 2 % x jumlah pembiayaan yang 
diberikan.
Kenyataannya BMT Tumang menggunakan presentasi bagi hasil, jadi 
pada dasarnya permasalahannya bukan pada presentasinya tetapi lebih condong 
pada masalah penentuan keuntungan pasti atau tidak. Zainul Arifin berpendapat 
bank syari’ah terdapat kendala, terbukti sangat jelas dalam praktik pembiayaan 
dengan sistem fixed return, dinyatakan bahwa salah satu kendala bank syariah
adalah karena kurangnya perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan 
yang mendukung sehingga perbankan tampil seperti perbankan konvensional, 
berikut beberapa konsekwensi lain bagi sistem  operasionalnya.
Bukti bahwa kehadiran koperasi lembaga keuangan syari’ah seakan 
tampil sama seperti bank konvensional, contoh pemberlakukan kewajiban sistem 
akutansinya. Pemerintah dengan ketat mengaturnya dalam bentuk Undang-
undang perbankan No.7 tahun 1992 pasal 34 sebagai berikut:
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“Sebuah bank harus melaporkan neraca tahunan dan laporan rugi labanya 
kepada Bank Indonesia bersama dengan lembar penjelasan, juga laporan-
laporan periodik lainnya dalam waktu dan dalam bentuk yang ditentukan 
oleh Bank Indonesia”
Meskipun lembaga keuangan syari’ah harus mengikuti standar akuntasi 
yang sudah ada, tetapi dalam tahap tertentu implikasi Islam diperbolehkan untuk 
dinyatakan dalam simbol yang lebih sesuai dengan standar akuntansi Islam. 
Dengan demikian ada kemungkinan bagi lembaga keuangan syari’ah 
untuk secara kreatif membentuk praktik-praktik akuntasi mereka yang lebih 
sesuai dengan model akuntasi Islam.
Berbicara masalah jaminan, sebenarnya jaminan itu sendiri sebagai 
pengganti amanah yang dilimpahkan kepada mudharib, jika pembiayaan 
dikabulkan dana pembiayaan dikategorikan sebagai penjamin (hutang piutang), 
Maka konsekwensinya adanya utang adalah jaminan, dengan tujuan untuk 
memperkecil resiko yang merugikan BMT sekaligus melihat kemampuan 
nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas hutang yang diterima dari 
BMT.
Disamping itu seorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi 
setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu 
apabila seorang telah mendapatkan pembiayaan dari BMT, bearti ia telah 
mendapatkan amanah dari orang lain yaitu para deposan dan pemilik modal atau 
pemegang saham. 
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya ingkar janji (wanprestasi) dalam akad 
Mudharabah di BMT Tumang Boyolali dan cara penyelesaiannya.
Tidak selamanya setiap perjanjian akad mudharabah berjalan 
sebagaimana yang diharapkan, beberapa gejolak, hambatan dan masalah sekecil 
apapun mungkin terjadi. Apabila debitur cidera janji, tidak menepati 
kewajibannya terhadap BMT sesuai isi perjanjian, dikatakan ia telah melakukan 
wanprestasi. Sebab terjadinya ingkar janji (wanprestasi) tidak terlepas dari hal-
hal yang berkaitan dengan karakter nasabah dan karakter proyek yang dibiayai 
sehingga dapat menimbulkan resiko, seperti masih rendahnya tingkat pendidikan 
utamanya pendidikan Islam yang dalam memahami konsep ibadah masih terpaku 
pada pengertian sholat, puasa, zakat dan haji belum dimaknai bahwa semua 
kegiatan ekonomi yang dilakukan berlandaskan konsep syariah termasuk ibadah 
juga. Dan sikap moralitas yang tidak mengedepankan sifat kejujuran sehingga 
masih mudah untuk tidak melaksanakan isi perjanjian atau melanggar ketentuan 
yang telah disepakati demikian juga karena kelalaian nasabah sehingga dalam 
menjalankan dan pengelolaan usahanya tidak sesuai ketentuan dan standar yang 
ditetapkan antara BMT Tumang dan nasabah. Kemudian sebagai tindakan yang 
dikenakan kepada orang tersebut adalah sesuai dengan kondisi dan alasannya.
Dalam menyelesaikan resiko yang terjadi akibat ingkar janji BMT 
Tumang memberlakukannya sesuai dengan hukum persyarikatan Islam yaitu 
melalui tiga jalan, pertama menempuh jalan perdamaian shulhu antara kedua 
belah pihak dengan cara ibra’ (membebaskan) debitur dari segala kewajibannya 
dan dengan cara mufawwadhah (penggantian) dengan yang lain seperti 
menghibahkan sebagian (shulhu hibah), menjual barang (shulhu bai’) dan 
menyewakan barang (shulhu ijarah). 
Kedua, dengan cara tahkim (arbitrase) yaitu dua belah pihak mengangkat 
hakam sebagai wasit atau juri damai untuk mengakhiri sengketa dan dua belah 
pihak tersebut akan mentaati penyelesaian oleh hakam yang mereka tunjuk itu.
Sedang yang ketiga adalah dengan cara peradilan (al-qadha). 
Penyelesaian sengketa ingkar janji secara adil dan mengikat melalui proses 
pengadilan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.
Namun demikian, dalam penyelesain dari akibat ingkar janji 
(wanprestasi) BMT Tumang belum pernah menempuh jalan melalui proses 
peradilan (al-qadha) selama ini masih dapa ditempuh melalui perdamaian dan 
melalui arbitrase.
Untuk mengatasi masalah kerugian, BMT menempuh kebijakan dengan 
penundaan angsuran pembayaran (cicilan pokok dan bagi hasil) pada bulan 
berikutnya. Jika kebijakan ini tidak membuahkan hasil maka pembiayaan tersebut 
masuk dalam kategori kridit bermasalah dan tindakan yang diambil untuk 
menyelamatkan kredit biasanya dilakukan perpanjangan jangka waktu 
pembayaran, atau merubah jadwal pembayaran atau bisa jadi merubah struktur 
pemberian kredit (restructuring).
Nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak, bilamana terlambat lebih dari 10 hari atau lewat 
akhir bulan BMT melakukan tindakan dengan dikenakan tambahan biaya 
penagihan dengan sebutan dana tabarru’ yang besarnya telah ditetapkan oleh 
pengurus. Ketentuan ini dituangkan dalam akad mudharabah yang secara 
otomatis menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
Kebijakan ini berdasarkan pada fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 
17/DSN-MUI/IX/2000. Bahwa lembaga keuangan syari’ah diperbolehkan untuk 
memberikan sanksi kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan sengaja atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad 
baik untuk membayar hutanganya. Sanksi berdasarkan ta’zir yang bertujuan agar 
nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi lain dapat 
berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan 
yang dibuat pada saat akad ditandatangani dan akan diperuntukkan sebagai dana 
sosial. Tindakan pemberian sanksi lebih mendapat legalitas dengan firman Allah 
SWT dalam Surat Al-Anfal ayat 27:
ٰا َنْیِذَّلااَھُّیَاَی اْوُنَمْوُنْوُحَتَلاوُسَّرلاَو َاللها اَل  ْمُتْنَا َو ْمُكِتٰنٰمَا اْوُنْوُخَتَو
َنْوُمَلْعَت۞
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menghiyanati Allah 
dan Rasul dan (juga) janganlah kamumenghiyanati amanat yang dipercayakan 
kepadamu, sedang kamu mengetahui.”
Berbeda dengan uraian diatas, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa 
akad mudharabah sama sekali bukan merupakan perjanjian hutang piutang, 
melainkan perjanjian kerja sama mengenai usaha bersama dengan para pihak, 
memperjanjikan untuk berbagi hasil terhadap keuntungan yang dihasilkan. 
Sedangkan apabila ternyata usaha bersama itu mengalami kegagalan, maka hanya
shahibu al-mal yang akan menanggung resiko finansial atas terjadinya kerugian 
tersebut dan mudharib akan memikul resiko membuang pikiran, tanaga dan 
waktu serta kesempatan untuk memperoleh imbalan finansial.153
Lebih tegas lembaga keuangan syari’ah tidak diperkenankan 
meminta jaminan apapun dari nasabah (mudharib) yang bertujuan untuk 
menjamin modal dari BMT yang diberikan kepada nasabah jika terjadi 
kerugian. Dalam mudharabah berlaku azas bahwa shahib al-mal maupun 
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mudharib keduanya harus menghadapi resiko. Keharusan pemberian 
jaminan oleh mudharib kepada shahib al-mal berarti hanya mudharib-lah
yang menanggung resiko bila terjadi kerugian, sedangkan bank akan 
terbebas untuk menanggung rugi karena ada sumber untuk menutup resiko 
tersebut, yaitu hasil penjualan jaminan.154
Pendapat di atas cukup beralasan, karena dalam akad pembiayaan   
mudharabah, kepercayaan (amanah) merupakan sesuatu azas terpenting. 
Kepercayaan dari shahib al-mal kepada mudharib dan BMT tidak boleh 
meminta jaminan apapun dari mudharib. Dengan kata lain dalam hal 
mempertimbangkan permohonan fasilitas pembiayaan dari calon mudharib
BMT tidak dapat mengandalkan second way out (agunan atau jaminan dari 
calon mudharib), tetapi semata-mata pada first way out dari calon 
mudharib.  
Selain kepercayaan diatas harus mempertimbangkan kemampuan 
usaha yang akan dibiayai untuk menghasilkan dana sebagai sumber 
pelunasan terhadap pembiayaan yang diterima. Bagi proyek-proyek besar 
yang memerlukan dana pembiayaan dan akan dibiayai dengan fasilitas 
mudharabah, studi kelayakan yang di buat oleh konsultan ahli yang 
independen perlu sekali diberikan tempat yang sentral dalam 
mempertimbangkan fasilitas pembiayaan yang dimohon oleh calon
mudharib.
Akhirnya permasalahan tersebut kembali kepada masing-masing 
lembaga keuangan syari’ah, jika permintaan jaminan ditetapkan sebagai 
kontrak, maka akad mudharabah menjadi tidak valid. Apa bila jaminan 
tersebut merupakan sesuatu yang siap disita jika terjadi kerugian tanpa 
mempertimbangkan lebih jauh terhadap sebab-sebab kerugian, apakah 
memang terjadi mismanajemen (salah urus) yang disengaja seperti 
penyalah gunaan fasilitas pembiayaan untuk tujuan-tujuan selain yang 
ditentukan dalam kontrak. Atau kerugian tersebut terjadi bukan karena 
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kelalaian atau kesalahan mudharib seperti karena faktor alam dengan 
terjadinya bencana.
Hanya saja apa bila jaminan yang diambil oleh lembaga keuangan 
syari’ah sebagai pelengkap dan berfungsi sebagai pengingat para 
mudharib bahwa dana yang dikelola itu merupakan amanah dari shahib al-
mal sehingga mudharib berkewajiban untuk mengembalikan, maka 
kebijakan yang diambil lembaga keuangan syari’ah untuk mengambil 
jaminan dapat dimaklumi, mengingat lembaga keuangan tersebut dalam 
kapasitas sebagai mudharib juga memegang tanggung jawab terhadap 
dana para deposan dan pemegang saham.
BAB V
KESIMPULAN  DAN  SARAN
A. Kesimpulan
1. Sebagai salah satu Unit Usaha Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Baitul 
Maal wat Tamwil (BMT) Tumang Cepogo, Boyolali dalam menjalankan 
kegiatan penyaluran pembiayaan telah melaksanakan prinsip-prinsip 
perjanjian akad mudharabah utamanya akad mudharabah muqayyadah.
Akad tersebut sudah sesuai dengan syariat islam dimana BMT sebagai 
wakil shohibul maal menentukan pembatasan/ syarat-syarat kepada 
nasabah selaku mudharib dalam mengelola dana untuk melakukan 
mudharabah bidang tertentu, cara-cara, waktu dan tempat tertentu pula 
berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya dan ukhuwah 
islamiyah, serta rasa tanggung jawab dan kehati-hatian yang tinggi.
2. Terjadinya ingkar janji/wanprestasi dalam akad mudharabah pada BMT 
Tumang Boyolali, karena pelanggaran isi perjanjian yang telah disepakati 
dan kurang adanya sifat kejujuran dan kelalaian nasabah dalam 
menjalankan usaha serta pengelolaannya yang tidak sesuai standar yang 
telah ditetapkan kemudian munculnya resiko dan masalah karena ingkar 
janji tersebut akan diselesaikan melalui jalur perdamaian (sulhu) dan atau 
dilakukan dengan cara tahkim (arbritase) kemudian dengan cara proses 
peradilan (al-qadha) meskipun proses peradilan ini belum pernah 
dilakukan.
B. Saran
1. Terhadap persepsi sebagian masyarakat yang pro dan kontra tentang halal 
dan haramnya bunga bank (riba), kepada pihak-pihak yang terkait dengan 
lembaga keuangan syariah agar lebih mensosialisasikan keberadaan Baitul 
Maal wat Tamwil (BMT) serta meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip 
perjanjian seperti perjanjian akad mudharabah yang sesuai dengan syariat 
islam.
2. Profesionalisme dan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Keuangan 
Syariah khususnya Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Tumang, Boyolali lebih 
ditingkatkan lagi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi demi peningkatan pelayanan yang islami kepada masyarakat.
3. Dalam memberdayakan pengusaha kecil (golongan ekonomi lemah) agar 
digiatkan untuk penyediaan pembiayaan dengan mudah serta persyaratan 
jaminan dapat diringankan.
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